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Dedy Marzusi, 2004, Kinerja Kantor Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah 
Raga dalam Pemberantasan Buta Aksara Di Kabupaten Karanganyar, 
Skripsi. Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah sesuai Ketentuan 
Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, Departemen Pendidikan Nasional berkewajiban untuk 
mencapai Visi Pendidikan Nasional yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai 
pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga 
negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu 
dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Sejalan dengan Visi 
Pendidikan Nasional tersebut, Depdiknas berhasrat untuk pada tahun 2025 
menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif.  
Penelitian ini bertujuan adalah Untuk mengetahui upaya dari Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dalam pemberantasan buta aksara di 
Kabupaten Karanganyar. Serta untuk mengetahui kinerja Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olah dalam pemberantasan buta aksara di Kabupaten Karanganyar. 
Pengumpulan data yang dilakukan dengan studi lapangan (wawancara dan 
observasi) dan dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan melakukan 
pencatatan dan penganalisasi atas data-data yang telah ada dalam dokumen, baik 
yang berupa laporan maupun dokumen-dokumken lain yang mendukung dan 
relevan dengan penelitian ini. 
.Dari hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa 1) Pengelolaan 
Pembelajaran Pemberantasan Buta Aksara di Kabupaten Karanganyar, dapat 
dijelaskan : (a) Media pembelajaran digunakan untuk membantu peserta kejar 
paket A (pemberantasan buta aksara) maupun  guru (tutor) melaksanakan 
tugasnya masing-masing. (b) Proses pembelajaran sebenarnya merupakan proses 
komunikasi antara guru dengan peserta kejar paket A (pemberantasan buta 
aksara), 2) Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program 
Pemberantasa Buta Aksara di Kabupaten Karanganyar, antara lain: (a) Faktor-
faktor Pendukung Pelaksanaan Program Kejar Paket A  yaitu, Banyaknya Warga 
Belajar Tidak Tamat SD, Dukungan Masyarakat, Ketersediaan Biaya, Dukungan 
Tenaga Profesional, Lingkungan sosial budaya. (b) Faktor-faktor Penghambat 
Pelaksanaan Program Pemberantasan Buta Aksara di Kabupaten Karanganyar 
antara lain : (b) Masalah Dana, program kejar paket A (Pemberantasan Buta 
Aksara) di daerah pada umumnya dibiayai dari anggaran dinas pendidikan dan 
olah raga, yang besarnya masih kurang memadai. (c) Tenaga tutor, umumnya 
bersifat suka rela, atau kalau ada honor juga relatif kecil dan tidak memadai untuk 







Dedi Marzusi, 2004, The Work of Education, Youth, and Athletic Office 
Department in Eradication of Illiteracy in Karanganyar Regency, Thesis. 
Administrative Science State program, Social and Politic Science Faculty, 
Sebelas Maret University. 
 Background of the problem in this research is based on the Clarification of 
the Public Rule Number 20 years of 2003 about the National Education System, 
that National Education Department is obliged to gain the vision of National 
Education that gaining its form of educational system as strong and authoritative 
social service to use all of the Indonesian people become human being with 
quality so that can and being proactive in answering the challenge of time that 
always change. 
 The goal of this research is to know the efforts of Education, Youth, and 
athletics Department in eradicate the illiteracy in Karanganyar Regency. And also 
to know the work of Education, Youth, and athletics Department in eradicate the 
illiteracy in Karanganyar Regency. 
 The data collections has been done by field study (interview and 
observation) and the documentation is collecting the data with doing some notes 
and analyze of the data collected in the document, including the report and the 
other documents correlated with this research. 
 According to the research and analysis can be concluded that 1) the 
management of illiteracy eradication in Karanganyar Regency can be explained: 
(a) Study media used to assist participant of Kejar Paket A (illiteracy eradication) 
and also teacher execute its duty each. (b) The real Study process represent the 
communications process between teachers with participant of Kejar Paket A 
(Illiteracy Eradication). 2) Supporting and Resisting factors in the execution of  
illiteracy eradication program in Karanganyar regency are, (a) Supporting factors 
of the execution of Kejar Paket A program are: many people with unfinished 
study in elementary school, the supports of people, the avaibility of expense, the 
support of professional workers, social and culture environment. (b) Resisting 
factors of the execution of Kejar Paket A program are: (b) Funding problem, 
Kejar paket A program in many regency is usually funded by Education Youth 
and Athletics Department which is less effective. (c) The teacher, generally 
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BAB  I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Sebenarnya upaya pemberantasan buta aksara di Indonesia mempunyai 
sejarah panjang. Sejak awal kemerdekaan, pemerintah menyadari dan dengan 
berbagai upaya terus melaksanakan pemberantasan buta aksara. Ketika itu sudah 
ada kesadaran, buta aksara terkait erat dengan kebodohan, kemiskinan, 
keterbelakangan, dan ketidak-berdayaan. Hasilnya, menurut Sensus Penduduk 
1971, penduduk buta aksara usia 10 tahun ke atas tinggal 39 persen, tahun 1980 
tinggal 28 persen, tahun 1990 tinggal 21 persen, dan tahun 2000 tinggal 10 persen 
(Dodi Nandika, 2009. Perang Total Melawan Buta Aksara. www. yahoo. co. id. 
Wednesday, 03 June 2009 09:21). 
Masih adanya penduduk buta aksara disinyalir memberi kontribusi 
terhadap kurang suksesnya program wajib belajar. Pasalnya, orang tua yang buta 
aksara memiliki kecenderungan tidak menyekolahkan anaknya. Kalaupun 
sekolah, mereka banyak yang mengulang kelas bahkan putus sekolah, yang 
berpotensi besar untuk kembali membuat anak buta aksara. Apalagi, jika anak- 
anak itu lalu tidak mendapat layanan pendidikan yang baik di sekolah. Suatu 
”spiral kebodohan” perlu dihancurkan (Dodi Nandika, 2009. Perang Total 
Melawan Buta Aksara. www. yahoo. co. id. Wednesday, 03 June 2009 09:21).. 
Selain itu, buta aksara memberi kontribusi terhadap rendahnya HDI 
(human development index) atau indeks pembangunan manusia) kita. Jika jumlah 
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buta aksara tinggi, HDI kita rendah. Padahal, peningkatan melek aksara akan 
menambah kemampuan masyarakat untuk turut dalam pembuatan keputusan-
keputusan pembangunan.Karena itu, diperlukan intensifikasi program terobosan 
pemberantasan buta aksara. Tahun 1999, pemerintah melalui Depdiknas 
menetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam pemberantasan buta aksara hingga 
akhir 2004 minimal ada pengurangan 50 persen penduduk buta aksara usia 10-44 
tahun. Mengacu Konvensi Dakkar 1998, tahun 2015 pemerintah mencanangkan 
bebas buta aksara pada kelompok penduduk itu (Dodi Nandika, 2009. Perang 
Total Melawan Buta Aksara. www. yahoo. co. id. Wednesday, 03 June 2009 
09:21). 
Pemerintah telah menetapkan kebijakan menurunkan persentase penduduk 
buta aksara usia 15 tahun ke atas dari 10,2 persen tahun 2004 menjadi sembilan 
persen tahun 2005, dan tahun 2009 dapat mencapai lima persen dari jumlah 
penduduk pada kohor yang sama. Kondisi ini diharapkan terus mengalami 
peningkatan hingga dinyatakan bebas tahun 2025 (Dodi Nandika, 2009. Perang 
Total Melawan Buta Aksara. www. yahoo. co. id. Wednesday, 03 June 2009 
09:21). 
Sesuai Ketentuan Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Departemen Pendidikan Nasional 
berkewajiban untuk mencapai Visi Pendidikan Nasional yaitu terwujudnya sistem 
pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk 
memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia 
yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang 
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selalu berubah. Sejalan dengan Visi Pendidikan Nasional tersebut, Depdiknas 
berhasrat untuk pada tahun 2025 menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan 
Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna) 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merasa 
tertarik untuk mengkaji masalah kinerja kantor Departemen Pendidikan Pemuda 
dan Olah Raga terhadap pemberantasan Buta Aksara di Karanganyar. Dengan 
demikian penelitian ini diberi judul : “KINERJA KANTOR DINAS 
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DALAM PEMBERANTASAN 
BUTA AKSARA DI KABUPATEN KARANGANYAR”. 
 
B. Perumusan Masalah 
                  Berdasar uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah 
sebagai berikut : 
”Bagaimana kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dalam 
pemberantasan buta aksara di Kabupaten Karanganyar ?”. 
 
C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan adalah : 
a. Untuk mengetahui upaya dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga 
dalam pemberantasan buta aksara di Kabupaten Karanganyar. 
b. Untuk mengetahui kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah dalam 
pemberantasan buta aksara di Kabupaten Karanganyar. 
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2. Kegunaan Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Untuk bahan masukan dan informasi kepada Kantor Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olah Raga  Kabupaten Karanganyar dalam merumuskan 
kebijakan untuk meningkatkan kinerja pegawai. 
b. Mendapatkan informasi untuk memperbaiki pendidikan masyarakat oleh 
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dalam pemberantasan buta 
aksara di Kabupaten Karanganyar. 
  
D. Kerangka Pemikiran Dan Teori 
1. Kinerja 
            a.  Pengertian Kinerja Secara Umum 
Kinerja adalah hasil yang dicapai (prestasi) karyawan dalam 
melakukan suatu pekerjaan pada suatu organisasi. Kinerja menampakan 
kombinasi antara kemampuan dan usaha untuk menghasilkan apa yang 
dikerjakan agar menghasilkan kinerja yang baik, seseorang harus memiliki 
kemampuan, kemauan, usaha serta dukungan dari lingkungan. Kemauan 
dan usaha menghasilkan motivasi, kemudian setelah ada motivasi 
seseorang akan menampilkan perilaku untuk bekerja. Kinerja adalah status 
kemampuan yang diukur berdasarkan pelaksanaan tugas sesuai dengan 
uraian tugasnya (Notoadmodjo, 1998: 57). Penampilan kerja adalah catatan 
yang dihasilkan dari suatu pekerjaan tertentu (Bernadin, R., 1998). 
Pandangan yang memfokuskan pada institusi pendidikan dikemukakan 
oleh Kushadiwijaya (1996) yang menyatakan bahwa kinerja merupakan 
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catatan keluaran hasil pada suatu fungsi jabatan atau seluruh aktivitas pada 
periode tertentu. Kinerja dalam suatu bidang pekerjaan atau aktivitas 
merupakan suatu kombinasi antara kemampuan, usaha dan kesempatan 
profesional yang diberikan oleh lembaga pendidikan (Kushadiwidjaya, 
1996). 
Handoko (2003: 57) mendefinisikan kinerja adalah tingkat hasil 
kerja dalam mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan yang diberikan  
Kinerja pegawai menurut Henry Simamora (1995: 500) adalah 
tingkat hasil kerja pegawai dalam mencapai persyaratan-persyaratan 
pekerja yang di berikan 
Menurut Robbins (2001: 218) kinerja pegawai adalah sebagai fungsi 
dari interaksi antara kemampuan dan kepuasan kerja yaitu kinerja. Jika ada 
yang tidak memadai, kinerja akan dipengaruhi secara negatif. Disamping 
kepuasan kerja perlu juga dipertimbangkan kecerdasan dan keterampilan 
untuk menjelaskan dan menilai kinerja pegawai. 
Menurut Moh. As’ad (1999: 48) kinerja merupakan hasil yang 
dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang 
bersangkutan. Menurut Mangkunegara (2001:67) kinerja adalah hasil kerja 
secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 
kepadanya. 
Menurut Mohamad Mahsum (2006:25) kinerja (performance) 
adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan 
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atau program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan 
visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. 
Kinerja menunjukkan hasil kerja yang dicapai seseorang setelah 
melaksanakan tugas pekerjaan yang dibebankan oleh organisasi. 
Sedangkan ukuran baik tidaknya hasil kerja dapat dilihat dari mutu atau 
kualitas yang dicapai pegawai sesuai dengan tuntutan organisasi. Kinerja 
dapat dicapai dengan baik apabila pegawai mampu bekerja sesuai dengan 
standart penilaian yang ditetapkan organisasi. Melayu Hasibuan (2002 : 
95) mengemukakan bahwa indikator-indikator yang dapat digunakan 
dalam penilaian kinerja pegawai. 
            b.  Penilaian Kinerja 
Penilaian kinerja adalah proses menilai hasil personel dalam suatu 
organisasi melalui instrumen penilaian kinerja. Pada hakekatnya kinerja 
merupakan suatu evaluasi terhadap penampilan kerja personel dengan 
membandingkan dengan standar baku penampilan. Pengertian lain 
menyatakan bahwa penilaian kinerja adalah proses organisasi dalam 
melakukan penilaian terhadap pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya 
(Kushadiwidjaya, 1996). 
Penilaian kinerja dapat didefinisikan sebagai proses formal yang 
dilakukan untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan 
(performance appraisal) personel dan memberikan umpan balik untuk 
kesesuaian tingkat kinerja. Penilaian kinerja mencakup faktor-faktor antara 
lain: (1) Pengamatan, yang merupakan proses menilai dan menilik perilaku 
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yang ditentukan oleh sistem pekerjaan, (2) Ukuran, yang dipakai untuk 
mengukur prestasi kerja pegawai dibandingkan dengan uraian pekerjaan 
yang telah ditetapkan. (3) Pengembangan, yang bertujuan untuk 
memotivasi pegawai mengatasi kekurangan dan mendorong pegawai untuk 
mengembangkan potensi yang dimiliki (Ilyas, Y., 1999).  
Penilaian kinerja (performance appraisal) memainkan 
peranan yang sangat penting dalam peningkatan motivasi ditempat 
kerja. Karyawan menginginkan dan memerlukan balikan 
berkenaan dengan prestasi mereka dan penilaian menyediakan 
kesempatan untuk memberikan balikan kepada mereka. Jika 
kinerja tidak sesuai dengan standar, maka penilaian memberikan 
kesempatan untuk meninjau kemajuan karyawan dan untuk 
menyusun rencana peningkatan kinerja (Dessler 2002 : 536). 
 
Menurut Dessler (2002 : 514-516), ada 5 (lima) faktor dalam 
penilaian kinerja yang populer yaitu : 
1) Kualitas pekerjaan, meliputi : akurasi, ketelitian, penampilan, dan 
penerimaan keluaran. 
2) Kuantitas pekerjaan, meliputi : volume keluaran dan kontribusi. 
3) Supervisi yang diperlukan, meliputi : membutuhkan saran, arahan, 
atau perbaikan. 
4) Kehadiran, meliputi : Reguralitas, dapat dipercayai/diandalkan, dan 
ketepatan waktu. 
5) Konservasi, meliputi : pencegahan pemborosan, kerusakan, 
pemeliharaan peralatan. 
 
As’ad (2004: 56) mengutip pendapat Meir (2005: 97) bahwa : 
Perbedaan performance kerja antara orang yang satu dengan 
lainnya dalam situasi kerja karena perbedaan karakteristik dari 
individu yang bersangkutan. Disamping itu, orang yang sama 
dapat menghasilkan performance kerja yang berbeda dalam situasi 
yang berbeda pula. Kesemuanya ini menerangkan bahwa 
performance kerja itu pada garis besarnya dipengaruhi oleh dua hal 
yaitu : faktor-faktor individu dan faktor-faktor situasi. 
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c. Indikator Kinerja  
Pada dasarnya terdapat beberapa indikator yang biasanya 
digunakan dalam mengukur kinerja. Indikator tersebut menurut Mc 
Donald dan Lawton dalam Ratminto (2006:174) dikemukakan sebagai 
berikut, kinerja dapat diukur dari output oriented measures throughtput, 
efficiency, dan effectiveness. Jadi kinerja suatu organisasi dapat diukur 
dari hasil yang diorientasikan pada pengukuran pada pengukuran efisien 
dan efektivitas organisasi tersebut.  
Sedangkan menurut Selim dan Woodward dalam Ratminto 
(2006:174) kinerja dapat diukur dari beberapa indikator antara lain 
workload/demand, economy, efficiency. effectiveness, dan equity. Dari 
pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja dapat diukur dari beban 
kerja/permintaan, ekonomi, efisien, efektivitas dan kewajaran.  
Sementara dari Agus Dwiyanto (2002:48-49) mengemukakan 
indikator-indikator yang biasa digunakan dalam menilai kinerja instansi 
dinas pendidikan, pemuda dan olah raga antara lain : 
1) Produktivitas  
Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga 
efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai 
rasio antara input dan output. Konsep produktivitas dirasa terlalui 
sempit dan kemudian mencoba mengembangkan satu ukuran 
produktivitas yang lebih luas dengan memasukan seberapa besar 
pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah 
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satu indikator kinerja yang penting. Indikator produktivitas secara luas 
digunakan untuk mengukur dan mengetahui output atau keluaran yang 
dihasilkan oleh suatu organisasi pada suatu periode waktu tertentu. 
2) Kualitas layanan 
Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting 
dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak 
pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi muncul karena 
ketidak puasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima 
dari instansi dinas pendidikan, pemuda dan olah raga.  
3) Responsivitas 
Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali 
kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan 
mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan 
kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukan ke 
dalam salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara 
langsung menggambarkan kemampuan instansi dinas pendidikan, 
pemuda dan olah raga dalam menjalankan misi dan tujuannya, 
terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.  
4) Responsibilitas  
Lenvine dalam Agus Dwiyanto (2002:49) menyatakan bahwa 
responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan instansi 
dinas pendidikan, pemuda dan olah raga itu dilakukan sesuai dengan 
prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan 
organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh karena itu, 
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responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan 
responsivitas. 
5) Akuntabilitas   
Akuntabilitas berhubungan dengan seberapa besar kebijakan dan 
kegiatan instansi dinas pendidikan, pemuda dan olah raga tunduk pada 
para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa 
para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan 
sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Kinerja 
sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan 
norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan instansi dinas 
pendidikan, pemuda dan olah raga memiliki akuntabilitas yang tinggi 
kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan norma yang 
berkembang dalam masyarakat.    
Indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja 
Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam pemberantasan 
buta aksara di Kabupaten Karanganyar dalam peningkatan pelayanan 
adalah efektivitas, responsivitas dan kualitas pelayanan.  
1) Efektivitas 
Efektivitas merupakan indikator untuk menilai kinerja 
organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna 
jasa. Konsep efektivitas menurut Gaertner dan Ramnarayan dalam 
Gomes (1997: 163) dijelaskan bahwa efektivitas dalam suatu 
organisasi bukan suatu benda, atau suatu tujuan, atau suatu 
karakteristik dari output atau perilaku organisasi, tetapi cukup suatu 
 11 
pernyataan dari relasi-relasi di dalam dan diantara jumlah yang relevan 
dari organisasi tersebut.   
Berdasarkan uraian tentang konsep efetivitas di atas, maka 
dapat disimpulkan bahwa efektivitas Kantor Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olahraga (KDPPO) Kabupaten Karanganyar merupakan 
tingkat keberhasilan KDPPO dalam melaksanakan tugas atau 
kegiatannya sehingga tujuan yang telah ditetapkan atau direncanakan 
dapat tercapai.  
2) Responsivitas 
Responsivitas adalah daya tanggap penyedia layanan terhadap 
harapan, keinginan, aspirasi maupun tuntutan pengguna layanan. 
Zeithaml, Parasuraman dan Berry dalam Ratminto dan Atik (2007: 
175-176) memberi batasan responsivitas adalah kerelaan untuk 
menolong pengguna layanan dan menyelenggarakan pelayanan secara 
ikhlas. 
  Responsivitas atau daya tanggap organisasi adalah 
kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, 
menyusun prioritas kebutuhan dan mengembangkannya ke dalam 
berbagai program pelayanan seperti pemberantasan buta aksara.  
Responsivitas mengukur daya tanggap organisasi terhadap harapan, 
keinginan dan aspirasi serta tuntutan warga pengguna layanan (Agus 
Dwiyanto 1995: 152). 
Dalam konteks pelayanan publik, prinsip KYC dapat 
digunakan oleh birokrasi publik untuk mengenali kebutuhan dan 
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kepentingan masyarakat sebelum menentukan jenis pelayanan yang 
akan diberikan. Untuk mengetahui keinginan, kebutuhan dan 
kepentingan masyarakat atau pengguna, birokrasi pelayanan publik 
harus mendekatkan diri dengan masyarakat. Tidak ada alasan bagi 
birokrasi pemerintah untuk tidak berbuat seperti itu (Osborne dan 
Gaebler, 1996). Citizen’s charter (kontrak pelayanan) yaitu adanya 
standar pelayanan publik yang ditetapkan berdasarkan masukan 
masyarakat, dan birokrasi berjanji untuk memenuhinya (Osborne dan 
Plastrik, 1997) agar birokrasi lebih responsif. Citizen’s charter 
merupakan suatu pendekatan dalam memberikan pelayanan publik 
yang menempatkan masyarakat atau pengguna sebagai pusat 
perhatian. 
Dari uraian diatas dapat disimpulkan beberapa usaha-usaha 
yang dapat dilakukan untuk meningkatkan responsivitas :  
a) Mempercepat pelayanan 
b) Pelatihan karyawan 
c) Komputerisasi dokumen 
d) Penyederhanaan sistem dan prosedur 
e) Pelayanan yang terpadu 
f) Penyederhanaan birokrasi 
g) Mengurangi pemusatan keputusan. 
Respon yang diharapkan masyarakat dalam rangka 
pemberantasan buta aksara, adalah daya tanggap KDPPO dalam 
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melayani dan memenuhi semua kebutuhan masyarakat dengan cepat 
dan tanpa prosedur yang berbelit-belit serta tepat waktu sesuai SPM 
(standar pelayanan minimal). Sehingga sikap responsif KDPPO dapat 
dilihat dari sikap para pegawai KDPPO dalam menanggapi kebutuhan 
masyarakat; kesesuaian antara tanggapan KDPPO terhadap kebutuhan 
dengan harapan dan aspirasi dari masyarakat; upaya-upaya yang 
dilakukan KDPPO dalam menanggapi keluhan-keluhan masyarakat 
dan fasilitas yang dapat menunjang responsivitas Kantor Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga (KDPPO) Kabupaten Karanganyar. 
3) Kualitas Pelayanan 
Pelayanan publik merupakan pemberian layanan untuk 
memenuhi kebutuhan-kebutuhan publik tertentu atau kepentingan 
publik, baik berupa penyediaan barang, jasa atau layanan administrasi. 
Goetsch dan Davis dalam Fandy Tjiptono (1998: 4) mendefinisikan 
kualitas pelayanan yang lebih luas cakupannya yaitu kualitas 
merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa 
manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi 
harapan. Dari pengertian ini menunjukkan bahwa proses pelayanan 
dipengaruhi oleh lingkungan. 
Moenir (2000: 40-41) menyebutkan berbagai macam penyebab 
tidak memadainya suatu pelayanan yang diberikan, diantaranya:  
1. Tidak atau kurang adanya kesadaran terhadap tugas/kewajiban 
yang menjadi tanggung jawab. 
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2. Sistem, prosedur dan metode kerja yang ada tidak memadai. 
3. Pengorganisasian tugas pelayanan yang belum serasi. 
4. Pendapatan pegawai yang tidak mencukupi kebutuhan hidup 
meskipun secara minimal. 
5. Kemampuan pegawai yang tidak memadai untuk tugas yang 
dibebankan kepadanya. 
6. Tidak tersedianya sarana pelayanan yang memadai.  
Menurut Levine dalam Dwiyanto (1995: 188), indikator 
kualitas pelayanan publik yang ideal paling tidak harus mencakup tiga 
indikator, yakni responsiveness, responsibility dan accountability. 
1) Responsiveness atau responsivitas adalah daya tanggap penyedia 
layanan terhadap harapan, keinginan, aspirasi maupun tuntutan 
pengguna layanan. 
2) Responsibility atau responsibilitas adalah suatu ukuran yang 
menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu 
dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan 
administrasi dan organisasi yang benar dan telah ditetapkan. 
3) Accountability atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang 
menunjukkan seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan 
sesuai dengan kepentingan stakeholders dan norma-norma yang 
berkembang dalam masyarakat.              
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Zeithaml, Parasuraman dan Berry dalam Ratminto dan Atik 
(2007: 175-176) kriteria penentu kualitas jasa pelayanan menjadi lima 
kriteria yaitu : 
1) Tangibles, yaitu fasilitas fisik; peralatan; pegawai dan fasilitas 
komunikasi yang dimiliki oleh penyedia layanan. 
2) Reliability adalah kemampuan untuk menyelenggarakan pelayanan 
yang dijanjikan secara akurat. 
3) Responsiveness adalah kerelaan untuk menolong pengguna 
layanan dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas. 
4) Assurance atau kepastian, adalah pengetahuan; kesopanan dan 
kemampuan para petugas penyedia layanan dalam memberikan 
kepercayaan kepada pengguna layanan. 
5) Empathy adalah kemampuan memberikan perhatian kepada 
pengguna layanan secara individual. 
Journal internasional yang penulis edit dari internet menyajikan : 
The International Journal of Sports Physiology and Performance 
focuses on sports physiology and performance, and is dedicated to 
advancing the knowledge of sport and exercise physiologists, sports-
performance researchers, and other sports scientists. The journal's 
mission is to publish authoritative research in sports physiology and 
related disciplines, with an emphasis on work having direct practical 
applications in enhancing sports performance in sports physiology and 
related disciplines.To subscribe to either the print or e-version of 
IJSPP, press the Subscribe or Renew button at the top of this screen. 
The International Journal of Sports Fisiologi dan Kinerja berfokus 
pada fisiologi olahraga dan kinerja, dan didedikasikan untuk 
memajukan pengetahuan tentang olahraga dan fisiologi olahraga, 
olahraga-kinerja peneliti, dan ilmuwan olahraga lainnya. Jurnal misi 
untuk mempublikasikan penelitian otoritatif dalam fisiologi olahraga 
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dan disiplin terkait, dengan penekanan pada langsung bekerja memiliki 
aplikasi praktis dalam meningkatkan prestasi olahraga olahraga 
fisiologi dan disiplin terkait. Untuk berlangganan baik cetak atau e-
versi IJSPP, tekan tombol Renew Langganan atau di bagian atas layar 
ini.  (http://hk.humankinetics.com/IJSPP/journalAbout.cfm) 
 
d. Kinerja Pendidikan Nasional  
Kinerja karyawan menurut Henry Simamora (2005: 500) adalah 
tingkat hasil kerja karyawan dalam mencapai persyaratan-persyaratan 
pekerjaan yang diberikan. Kinerja adalah hasil kerja karyawan baik dari 
segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah 
ditentukan. Kinerja (performance dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor yaitu : 
              1) Faktor individual yang terdiri dari: 
a) Kemampuan dan keahlian, 
b) Latar belakang, 
c) Demografi, 






                   3) Faktor Organisasi yang terdiri dari : 
                  a)   Sumber daya 
                  b)   Kepemimpinan 
                  c)   Penghargaan 
                  d)   Struktur  
                  e)   Job Design 
 
Faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang adalah kemampuan 
dan motivasi. Kemampuan (ability) pegawai terdiri dari kemampuan 
potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge dan skill) artinya 
pegawai yang memiliki ketrampilan atas pekerjaannya, maka pegawai itu 
akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Kinerja individu 
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sebagaimana disebutkan di muka adalah hasil kerja karyawan baik dari 
segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah 
ditentukan. Kinerja individu ini akan tercapai apabila didukung oleh 
atribut individu, upaya kerja (work effrot) dan dukungan organisasi. 
Dengan kata lain kinerja individu adalah hasil : 
1) Atribut individu, yang menentukan kapasitas untuk mengerjakan 
sesuatu. 
Atribut individu meliputi faktor individu (kemampuan dan keahlian, 
latar belakang serta demografi) dan psikologis meliputi persepsi, 
attitude, personality, pembelajaran dan motivasi. 
2) Upaya kerja (work effort), yang membentuk keinginan untuk mencapai 
sesuatu. 
3) Dukungan organisasi yang memberikan kesempatan untuk berbuat 
sesuatu. 
Dukungan organisasi meliputi sumber daya, kepemimpinan, 
lingkungan kerja, struktur organisasi dan job design. 
Menurut Clelland (2002: 112) ada enam karakteristik dari pegawai 
yang memiliki motif berprestasi tinggi, yaitu : 
a. Memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi. 
b. Berani mengambil risiko. 
c. Memiliki tujuan yang realistis. 
d. Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk 
merealisasi tujuannya. 
e. Memanfaatkan umpan balik yang kongkret dalam semua kegiatan. 
f. Mencari terobosan guna merealisasikan tujuannya. 
Kinerja organisasi ataupun pegawainya merupakan kriteria 
penilaian terhadap keberhasilan suatu organisasi dalam menjalanka 
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segenap tugas, fungsi yang telah ditetapkan. Kemampuan organisasi untuk 
mencapai tujuan merupakan ukur efektivitas organisasi dalam 
menjalankan  mekanisme  organisasi  (Etzioni, 2005: 76).  Kemudian  Hall 
 
                  (2004: 51) mengatakan bahwa derajat kemampuan organisasi 
merealisasikan tujuannya disebut efektivitas organisasi.  
Menurut Steers (2002: 214) derajat kemampuan organisasi dalam 
mencapai tujuan sangat dipengaruhi faktor-faktor : 
a. Penyusunan tujuan strategis. 
b. Pencarian dan pemanfaatan sumber daya. 
c. Lingkungan, prestasi atau pendidikan. 
d. Proses komunikasi. 
e. Kepemimpinan dan pengampilan keputusan. 
f. Adaptasi dan inovasi organisasi. 
 
Donald dan Lawton, (2007: 99) menyatakan bahwa bagi setiap 
organisasi, penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat 
penting. Penilaian tersebut dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan 
suatu organisasi dalam ukuran waktu tertentu.  
Kriteria tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam 
mengembangkan adanya indikator kinerja pendidikan yang terukur          
dan yang dapat dicapai sebagai target/sasaran masing-masing program.  
Secara umum, terdapat empat jenis indikator kinerja yang biasa digunakan 
sebagai acuan dalam pemantauan dan evaluasi atau  pengukuran kinerja 
organisasi, yaitu:  
1. Indikator masukan, bisa mencakup  kurikulum, siswa, dana, sarana dan 
prasarana belajar, data dan informasi, pendidik dan tenaga 
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kependidikan, gedung sekolah, kelompok belajar, sumber belajar, 
motivasi belajar, kesiapan anak (fisik dan mental) dalam belajar, 
kebijakan dan  peraturan  serta perundang-undangan yang berlaku. 
2. Indikator proses, bisa mencakup  lama waktu belajar, kesempatan 
mengikuti pembelajaran, lama mengikuti pendidikan, jumlah yang 
putus sekolah, efektivitas pembelajaran, mutu proses pembelajaran, dan 
metode pembelajaran yang digunakan. 
3. Indikator keluaran, bisa mencakup  jumlah siswa yang lulus atau naik 
kelas, nilai-rata-rata ujian, mutu lulusan yang naik kelas, dan jumlah 
siswa yang menyelesaikan pembelajaran/naik kelas berdasarkan jenis 
kelamin. 
4. Indikator dampak, bisa berupa kemampuan/jumlah siswa yang 
melanjutkan sekolah, jumlah siswa yang bisa bekerja di perusahaan 
atau usaha mandiri, jumlah  angkatan kerja berdasarkan tingkat 
pendidikan, dan  pengaruh para lulusan terhadap mutu angkatan 
kerja/lingkungan sosial, peran serta siswa dalam pembangunan 
lingkungan dan pengaruh atau peran lulusan pendidikan dan pelatihan 
terhadap kehidupan masyarakat secara luas. 
      2.  Program Pemberantasan Buta Aksara 
Program ini diarahkan untuk memberikan pelayanan pendidikan 
kepada warga masyarakat yang belum sekolah, tidak pernah sekolah atau buta 
aksara, putus sekolah dan warga masyarakat lainnya yang kebutuhan 
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pendidikannya tidak dapat terpenuhi melalui jalur pendidikan formal. 
Pendidikan nonformal bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan 
kepada semua warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, agar 
memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi diri dengan penekanan 
pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan vokasional, serta 
pengembangan sikap dan kepribadian profesional, sehingga pendidikan 
nonformal dapat pula berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/atau 
pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang 
hayat. Di masa mendatang program pendidikan nonformal dapat menjadi 
pendidikan alternatif yang dapat memenuhi standar nasional maupun 
internasional. Jurnal internasional yang penulis peroleh dari internet 
menandaskan bahwa : The International Journal of Learning, volume 14 issue 
3, pp.217-226. by  Roseline E. Tawo, Alice E. Asim and Peter Unoh Bassey.     
Illiteracy is a major issue in developing economies, especially where it visibly 
hampers developmental efforts of a nation. This study was carried out in one of 
the 36 states in Nigeria that is tagged “educationally disadvantaged’'. The state 
is in the Niger Delta region of Nigeria where irate and restive youths have 
caused problems which has threatened Nigeria’s fledging democracy. The 
attitude of these youths has been blamed on illiteracy. As a way out the state 
government established 317 Adult literacy centres with 37791 second chance 
learners. This study therefore sought to find out how literacy was assessed in 
such centres. Methodological problems encountered by assessors in isolating 
literate from illiterate second chance learners have been highlighted. Hopefully 
the outcome of this study will provide impetus for improving literacy efforts of 
the government 
Buta huruf merupakan masalah besar dalam pengembangan ekonomi, 
terutama di mana terlihat menghambat upaya pembangunan suatu 
bangsa. Penelitian ini dilaksanakan di salah satu dari 36 negara bagian di 
Nigeria yang tagged "kurang beruntung''. Negara di kawasan Delta Niger 
Nigeria di mana pemuda marah dan gelisah telah menyebabkan masalah-
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masalah yang mengancam demokrasi fledging Nigeria. Sikap pemuda ini 
telah disalahkan pada buta huruf. Sebagai jalan keluar pemerintah negara 
bagian didirikan 317 pusat keaksaraan dewasa dengan kesempatan kedua 
37.791 pelajar. Oleh karena itu penelitian ini berusaha untuk mencari 
tahu bagaimana keaksaraan dinilai di pusat-pusat semacam itu. 
Metodologis masalah yang dihadapi oleh penilai dalam mengisolasi 
melek dari peserta didik buta aksara kesempatan kedua telah disorot. 
Semoga hasil kajian ini akan memberikan dorongan untuk meningkatkan 
upaya pemberantasan buta aksara dan tindak lanjut tentang keaksaraan 
oleh pemerintah.  (http://ijl.cgpublisher.com/product/pub.30/prod.1351) 
 
Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, berbagai program PNf yang 
dikembangkan terdiri atas; (1) pendidikan kesetaraan yang diarahkan pada 
anak usia Wajar Dikdas 9 tahun untuk mendukung suksesnya Wajar Dikdas 
beserta tindaklanjutnya (setara SMU); (2) pendidikan keaksaraan yang 
diarahkan pada pendidikan keaksaraan fungsional serta penurunan penduduk 
buta aksara usia 15 tahun ke atas secara signifikan pada akhir tahun 2009;    
(3) peningkatan pembinaan kursus dan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan 
belajar masyarakat di berbagai bidang keterampilan yang dibutuhkan;           
(4) pendidikan kecakapan hidup, yang dapat diintegrasikan dalam berbagai 
program pendidikan nonformal sebagai upaya agar peserta didik mampu 
hidup mandiri; (5) pendidikan pemberdayaan perempuan yang diarahkan pada 
peningkatan kecakapan hidup dan pengarusutamaan gender di bidang 
pendidikan; (6) peningkatan budaya baca masyarakat sebagai upaya untuk 
memelihara dan meningkatkan kemampuan keaksaraan peserta didik yang 
telah bebas buta aksara melalui penyediaan taman bacaan masyarakat; dan   
(7) memperkuat dan merevitalisasi kelembagaan unit pelaksana teknis pusat 
dan daerah (BP-PLSP, BPKB, dan SKB) sebagai tempat pengembangan 
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model program PNf. Di samping hal-hal di atas, PNf juga akan melaksanakan 
berbagai komitmen dunia seperti Pendidikan Untuk Semua, pengarusutamaan 
gender, perawatan dan pendidikan pada anak-anak yang tergolong tidak 
beruntung. 
a. Pemerataan dan Perluasan Akses 
Berbagai langkah kegiatan untuk memperluas akses pendidikan 
nonformal adalah (a) peningkatan sosialisasi dan promosi melalui 
berbagai media mengenai pentingnya PNf dalam memberikan pelayanan 
pendidikan kepada masyarakat dari usia dini hingga usia lanjut, yang 
disertai menu-menu program yang dapat menggugah, menarik, dan 
membangkitkan semangat untuk belajar dan/atau berperan dalam 
penyelenggaraan PNf; (b) mendorong dan memberdayakan masyarakat 
melalui berbagai organisasi sosial masyarakat (Orsosmas) dan lembaga 
swadaya masyarakat (LSM) yang berorientasi pada kegiatan sosial, 
ekonomi, dan budaya serta kelompok masyarakat terdidik, untuk dapat 
berperan dalam penyelenggaraan PNf; (c) memberikan bantuan 
pembiayaan sampai pada kabupaten/kota, untuk meningkatkan 
pemahaman tentang pentingnya PNf bagi Pemda kabupaten/kota, 
sehingga terdorong untuk menyediakan anggaran PNf yang memadai 
melalui APBD; (d) mendorong terbentuknya berbagai organisasi 
kemasyarakatan di berbagai tingkatan yang dapat berperan sebagai mitra 
dalam pengembangan PNf; (e) memperluas kerja sama dengan instansi 
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terkait dalam penyelenggaraan PNf; (f) penyediaan, pemberian dan 
penyaluran block grants yang dilaksanakan secara transparan dan dapat 
dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berperan dalam 
penyelenggaraan berbagai program PNf ; dan (g) menjalin kemitraan 
dengan lembaga-lembaga luar negeri yang terkait dengan pengembangan 
program PNf .  
Dalam rangka penurunan buta aksara (PBA) dilakukan berbagai 
strategi antara lain (a) program reguler PBA melalui UPT PLS dan 
berbagai satuan PLS lain, yaitu PKBM, kelompok belajar, dan satuan PNf 
sejenis; (b) gerakan nasional percepatan pemberantasan buta aksara, baik 
melalui strategi vertikal dengan penerbitan Inpres Gerakan Penuntasan 
Wajib Belajar dan Keaksaraan (GN-PWK) maupun strategi horizontal 
melalui intensifikasi kerja sama dengan organisasi sosial dan keagamaan, 
PT, dan sekolah; dan (c) pengembangan kerja sama dengan 
lembaga/organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, perguruan 
tinggi, organisasi lain yang dapat menjangkau masyarakat, dan 
pemberantasan buta aksara melalui jalur pemerintahan daerah. 
Pemerintah menyediakan biaya operasional bagi peserta didik 
yang kurang beruntung, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya 
kepada masyarakat untuk melaksanakan pendidikan informal melalui 
pembentukan kegiatan belajar secara mandiri dan berkelompok. Biaya 
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operasional dapat diberikan melalui kegiatan magang, penyelenggaraan 
kursus yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, atau dengan 
beasiswa.      
b. Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing 
Dalam rangka peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing akan 
dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan berikut. 
Pendidikan kesetaraan dilakukan melalui beberapa strategi, 
antara lain (a) pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan 
kesetaraan (kompetensi, isi, proses, dan penilaian) bersama dengan Badan 
Standar Nasional Pendidikan (BSNP); (b) pengorganisasian kurikulum 
pendidikan kesetaraan secara tematis; (c) penyusunan substansi bahan 
ajar yang menekankan pendekatan kecakapan hidup (life skills); dan (d) 
pengembangan  model pembelajaran yang bersifat induktif, kesetaraan 
unggulan, serta penerapan sistem ujian kompetensi dan tes penempatan. 
Penurunan  angka buta aksara dan pengembangan keaksaraan 
fungsional dilakukan melalui beberapa strategi, antara lain (a) 
mengembangkan standar keaksaraan dan (b) standardisasi, penilaian 
(assesment), pendataan serta pemberian insentif untuk mempercepat 
pemberantasan buta aksara sesuai dengan target sasaran tahunan yang 
telah ditetapkan. 
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Sampai dengan tahun 2009, ditargetkan jumlah peserta 
pendidikan kecakapan hidup berusia lebih dari 15 tahun mencapai 15% 
atau 1,5 juta orang. Untuk mencapai target tersebut, program pendidikan 
kecakapan hidup dan kursus dilakukan melalui beberapa strategi, antara 
lain (a) pengembangan dan penetapan standar nasional kursus dan 
lembaga PNf bekerja sama dengan BSNP dan Badan  Nasional Sertifikasi 
Profesi Nasional (BNSP) sebagai dasar untuk peningkatan kapasitas 
pengelola, peningkatan sumber daya kursus dan kelembagaan, akreditasi 
lembaga dan program, serta upaya penjaminan mutu; (b) pelaksanaan 
evaluasi pendidikan melalui ujian nasional yang dilakukan oleh BSNP 
dan atau lembaga yang telah terakreditasi; (c) pelaksanaan penjaminan 
mutu melalui proses analisa yang sistematis terhadap hasil evaluasi 
bekerjasama dengan organisasi profesi, ahli, praktisi dan pengguna (user); 
(d) pelaksanaan akreditasi lembaga dan/atau program, 5 tahun sekali dan 
mengacu pada SNP (dilakukan oleh BAN PNf); (e) peningkatan kerja 
sama dengan dunia usaha/kerja dalam rangka pengembangan kurikulum 
yang berbasis kompetensi; dan (f) pelaksanaan penataan perizinan 
pendirian kursus dan satuan lainnya dengan mengikutsertakan organisasi 




E. Penelitian Terdahulu 
Ria Andriani (2009 : Universitas Negeri Yogyakarta meneliti tentang PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR 9 
TAHUN DI DESA DADIREJO KECAMATAN TANGGAMUS KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2008 yang dilatarbelakangi bahwa sesuai 
Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( SPN ). 
Menindaklanjuti tentang Undang-undang tersebut, pemerintah melakukan berbagai usaha dalam bidang 
pendidikan salah satunya adalah dengan membuat program penuntasan wajib belajar sembilan (9) tahun 
yang bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan potensi 
diri dan memberikan bekal dalam menghadapai perkembangan zaman.  
Hasil penelitian diperoleh bahwa program pemerintah dalam penuntasan wajib belajar sembilan (9) tahun 
adalah Pembaharuan Sistem Pendidikan, Sarana dan Prasarana Pendidikan (Program RKB, USB, SD-SMP Satu 
Atap, dan SMP Terbuka), Sosialisasi dan Publikasi, Partisipasi Masyarakat. Pemerintah daerah yaitu Dinas 
Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Tanggamus beserta UPT Dikpora KecamatanWonosobo saling 
bekerjasama dalam melaksanakan UPT Dikpora Kecamatan Wonosobo saling  
bekerjasama dalam melaksanakan program wajib belajar sembilan (9) tahun di desa Dadirejo. Pelaksanaan 
tersebut dimulai dengan perencanaan dan evaluasi program-program pemerintah, dalam proses 
pelaksanaan program-program pemerintah dalam penuntasan wajib belajar sembilan (9) tahun  
Dikpora Kabupaten Tanggamus dan UPT Dikpora Kecamatan dibantu oleh masyarakat sebagai wujud 
kepedulian masyarakat terhadap program pemerintah. Hasil pembahasahan secara kualitatif menunjukkan 
bahwa pelaksanaan program wajib belajar sembilan (9) tahun antara Dikpora Kabupaten Wonosobo, UPT 
Dikpora Kecamatan Wonosobo dan Masyarakat di desa Dadirejo dapat dilaksanakan secara optimal.  
 Pemberantasan Buta Aksara Dengan Hati 
Oleh : Dedi Sahputra  UNPAD (2009) 
 
Berdasarkan data pada tahun 2004, mayoritas penduduk Indonesia atau sebanyak 90,4 persen sudah melek 
huruf. Artinya, masih tersisa 9,6 persen penduduk yang masih buta aksara dan itu berjumlah sekitar atau 
14,8 juta orang, tersebar dari usia 15 tahun ke atas. Pada tahun 2005, program pemberantasan buta aksara 
hanya berhasil mencapai 800 ribu dari 1,7 juta orang yang menjadi target. Sisa target yang belum tercapai 
sebanyak 900 ribu akan ditambahkan (carried over) ke target 2006 yang 1,5 juta orang.  
Untuk tahun 2006, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengatakan jumlah penduduk Indonesia 
yang mengalami buta aksara sebanyak 14,5 juta jiwa atau 9,55 persen dari total penduduk 
Indonesia.(Tempo Interaktif, Jum'at, 03 Maret 2006)  
Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah menargetkan hingga tahun 2009, penduduk 
yang buta aksara paling banyak tinggal 5 persen saja atau sekitar 7,7 juta orang. Untuk ini Departemen 
Pendidikan Nasional mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 1 triliun per tahun dari anggaran yang 
tersedia sebesar Rp 175 miliar untuk tahun 2006.  
Presiden juga telah mengeluarkan Inpres No. 5/2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan 
Pemeberantasan Buta Aksara (GN-PPBA) yang di antara isinya meminta pemerintah provinsi mengalokasikan 
anggaran untuk pemerintah kabupaten/kota. Bagi daerah mengalokasi anggaran untuk program 
pemberatasan buta aksara distimuli dengan memberikan reward berupa Anugerah Aksara dari Presiden. 
Inpres ini juga ditujukan kepada sejumlah instansi dan kementerian, yaitu Menko Kesra, Mendiknas, 
Mendagri, Menkeu, Menag, Meneg Pemberdayaan Perempuan, Badan Pusat Statistik, serta para gubernur, 
dan bupati/wali kota.  
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Melalui Inpres ini semua perangkat pemerintahan dari mulai tingkat provinsi, kabupaten/kota, camat, 
lurah, sampai ke tingkat RT/RW akan diberdayakan. Akselerasi ini masih ditambah lagi dengan peran para 
lembaga swadaya masyarakat. 
 
F. Kerangka Berfikir 
Sesuai Ketentuan Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Departemen Pendidikan Nasional 
berkewajiban untuk mencapai Visi Pendidikan Nasional yaitu terwujudnya 
sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk 
memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia 
yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang 
selalu berubah. Sejalan dengan Visi Pendidikan Nasional tersebut, Depdiknas 
berhasrat untuk pada tahun 2025 menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan 
Kompetitif. 
Pemerintah telah menetapkan kebijakan menurunkan persentase 
penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas dari 10,2 persen tahun 2004 menjadi 
sembilan persen tahun 2005, dan tahun 2009 dapat mencapai lima persen dari 
jumlah penduduk pada kohor yang sama. Kondisi ini diharapkan terus 
mengalami peningkatan hingga dinyatakan bebas tahun 2025  
 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 
Metode kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan 
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informasi deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 
pelaku yang dapat diamati.  
Pada penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, peneliti telah 
menentukan kasus yang diteliti, terarah pada satu karakteristik, dilakukan 
pada satu sasaran atau lokasi atau subyek, sehingga menurut Sutopo (2006) 
penelitian ini termasuk dalam kasus tunggal terpancang. Deskripsi meliputi 
potret subyek rekonstruksi dialog, catatan tentang berbagai peristiwa khusus. 
Pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi tentang 
apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya dilapangan. Dengan 
demikian laporan atau hasil penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk 
memberi gambaran hasil penelitian tersebut. 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini adalah di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah 
Raga Kabupaten Karanganyar beralamatkan Jl. Raya Karanganyar Surakarta 
No. 126, Karanganyar. Pemilihan lokasi ini dengan alasan bahwa Dinas 
Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar terdapat cukup 
banyak data yang penulis butuhkan untuk penelitian ini. Disamping itu 
penulis telah mendapat ijin untuk melakukan penelitian guna menyusun 
skripsi pada kantor tersebut. 
3. Teknik Sampling 
Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka peneliti 
tidak menentukan berapa besarnya sampel atau informan, karena jumlah 
informan tergantung dari kualitas data dan kelengkapan data yang 
diperlukan. Adapun teknik penentuan sampel menurut Arikunto (1999: 128) 
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mempertibangkan: (a) pengambilan sampel berdasar ciri-ciri atau 
karakteristik tertentu; (b) subyeknya paling banyak mengandung ciri dari 
populasinya, dan (c) penentuan karakteristik populasi berdasar referensi atau 
studi awal. Penggunakan purposive sampling (sampel bertujuan), dimana  
peneliti akan memilih informan yang dianggap mengetahui dan masalahnya 
secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang 
mantap (Sutopo, 2006: 56). 
Untuk melengkapi keterbatasan pengetahuan peneliti maka 
dimungkinkan menggunakan snowball sampling, terutama terhadap informan 
yang berada diluar jangkauan pemahaman peneliti. 
4. Sumber Data 
Sumber data penelitian ini adalah data yang didapat dari dokumen, 
arsip-arsip statistik, grafik dan sebagainya. Data yang diperoleh ini untuk 
dianalisis. Data penelitian ini diperoleh dari informan kunci internal di Dinas 
Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar, sejumlah 3 
orang pejabat yang menangani pelaksanaan pemberantasan buta aksara oleh 
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar. 
5. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data, yaitu : 
a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden. 
b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. 
Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 




Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan 
secara sistematik terhadap gejala yang tampak terhadap objek penelitian 
(Nawawi, 1995: 100). Observasi pada penelitian ini dilakukan dengan 
melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. 
b. Wawancara  
          Wawancara adalah teknik untuk mendapatkan data dengan cara 
melakukan tanya jawab berdasar pedoman yang telah disusun sebelumnya 
(Moleong, 1994: 135). Teknik wawancara yang dilakukan penulit tidak 
bersifat formal dan dengan struktur yang kuat, hal ini dilakukan bertujuan 
agar informasi yang diperoleh lebih mendalam. Untuk mempermudah 
perolehan informasi, penulis membuat panduan wawancara yang berisi 
pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam interview guide. Para informan 
dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu 
memberikan jawaban lengkap. 
c. Dokumentasi  
Pengumpulan data dengan melakukan pencatatan dan 
penganalisasi atas data-data yang telah ada dalam dokumen, baik yang 
berupa laporan maupun dokumen-dokumken lain yang mendukung dan 
relevan dengan penelitian ini. 
6. Analisis Data   
Penelitian ini termasuk penelitian deksriptif sehingga setelah data 
terkumpul, analisa yang dilakukan adalah analisa kualitatif. Menurut Sutopo 
(2006: 87 – 88) analisis data ialah : “Mendeskripsikan beragam informasi 
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(penggalian dan pengumpulan data) dilapangan yang meliputi: catatan 
wawancara, catatan observasi, data resmi yang berupa dokumen/arsip, 
memoranda seseorang yang diteliti, memo yang dibuat peneliti, komentar 
pengamat”. 
Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data ke dalam bentuk 
yang mudah dibaca dan diinterpretasikan, sehingga perlu ditampilkan data 
yang berserakan menjadi bentuk laporan yang utuh, menarik, penuh makna 
dan runtut, dan logis. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sutopo, 2006 : 
128), terdapat tiga komponen pokok dalam menyusun penelitian yang bersifat 
kualitatif, yaitu: 
a. Reduksi data 
Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan dan perhatian pada 
penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul 
dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Setelah semua data atau informasi 
ini terkumpul lengkap, penulis melakukan proses pemilihan, pemusatan 
perhatian pada satu focus, membuang hal-hal yang tidak diperlukan untuk 
mengatur data yang sedemikian rupa sehingga kesimpulan penelitian 
dapat dilakukan. 
b. Penyajian data 
Penyedia data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi 
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 
Penarik kesimpulan 
Penarik kesimpulan peneliti berusaha memberikan makna penuh dari data 
yang terkumpul dan telah diolah tadi, sehingga membentuk satu sinopsis 
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utuh yang menjelaskan pokok permasalahan dari awal hingga akhir dari 








Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
7. Validitas Data 
Untuk menguji keabsahan data yang telah terkumpul sehingga dapat 
diperoleh validitas data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam 
penelitian ini digunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik keabsahan data 
yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2004: 178) 
Karena menggunakan sumber data yang berbeda-beda maka penelitian 
ini menggunakan triangulasi sumber data dengan membandingkan dan 
mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 
waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Moleong, 2004: 178). 
Peneliti agar di dalam mengumpulkan data menggunakan beragam sumber 
data yang tersedia, artinya data yang sama atau sejenis akan lebih mantap 

































DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 
 
A. Diskripsi Wilayah Kabupaten Karanganyar 
1. Sejarah Kabupaten Karanganyar 
Terbentuknya suatu pemerintahan di daerah Karanganyar telah 
terjadi pada tahun 1743 ketika Raden Mas Said bersama dengan para 
sentana dari Nglaroh membuat pertahanan di Matesih. Dari sudut 
pemerintahan yuridis formal maka statusnya sebagai Kawedanan terbentuk 
pada 5 Juni Tahun 1874. Status Kabupaten dibentuk pada tanggal 18 
Nopember 1917. Semuanya adalah produk historis dari keunikan sejarah 
daerah Karanganyar. Statusnya sebagai Kawedanan (Kabupaten Anom) 
adalah produk hukum dari Staatsblaad yang berorientasi kepada 
reorganisasi daerah vorstenlanden pada umumnya. Status sebagai 
Kabupaten adalah produk dari Rijkblad Mangkunegaran, yang lebih 
bersifat ke arah orientasi kepentingan pemerintahan Mangkunegaran. Pada 
tanggal 18 Nopember 1917, Kanjeng Gusti Pangeran Arya Mangkunegara 
VII, melantik KRMT. Hardjohasmoro sebagai Bupati Karanganyar. Pada 
periode 1917-1930 ada tiga Bupati yaitu KRMT Hardjohasmoro, RMT  
Sarwoko Mangoenkoesumo dan RMT Darko Sugondo. 
Pada masa pendudukan militer Jepang, 1942-1945 disebutkan 
bahwa daerah Karanganyar merupakan Gun (Kawedanan) di lingkungan 
pemerintahan Kadipaten Mangkunegaran. Status Kawedanan Karangayar 
ini berubah ketika masa revolusi kemerdekaan. Pada tanggal 15 Juli 1946, 
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pemerintahan pusat RI dengan Keputusan No. 16/SD.1946, keberadaan 
pemeritahan Kasunanan dan Kadipaten Mangkunegaran dihapuskan 
sebagai daerah swapraja. Ddaerah Surakarta menjadi satu Karesidenan. 
Dengan perubahan ini maka daerah Karanganyar secara otonomi 
dinyatakan sebagai daerah Kabupaten, dibawah pemerintah Republik 
Indonesia. Keberadaan Kabupaten Karanganyar dengan Undang-undang 
No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. 
Keputusan Pemerintah RI No. 16/SD/1946, tanggal 15 Juli Tahun 
1946, tidak dijadikan argumentasi lahirnya Kabupaten Karanganyar, hal 
ini disebabkan beberapa hal sebagai berikut : 
a. Keputusan itu tidak langsung membentuk Kabupaten; 
b. Pembentukan Kabupaten secara otomatis meliputi 6 kabupaten di 
Karesidenan Surakarta; 
           Pembentukan karesidenan itu, termasuk terbentuknya  kabupaten-
kabupaten di karesidenan Surakarta, diwarnai gerakan-gerakan pro dan 
kontra swapraja, sehingga ada segi negatif jika dijadikan pedoman 
lahirnya Kabupaten Karanganyar. 
2. Kondisi Geografis 
           Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten di 
Propinsi Jawa Tengah dan merupakan bagian dari eks karesidenan 
Surakarta. Kabupaten Karanganyar secara geografis terletak diantara 107
0
 
l5' 03" dan l00
o
 29' 30" Bujur Timur, 7
o, 47’  51” dan 7o, 47’  03” Lintang 
selatan. Jarak terjauh utara - Selatan 32 km, Timur - Barat 35 km, dengan 
batas-batas sebagai berikut : 
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a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sragen. 
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Magetan Jawa Timur. 
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri dan 
Sukoharjo.  
d. Sebelah Barat Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali dan Sukoharjo.  
           Faktor geografi mencakup antara lain aspek keadaan alam dan 
sumber daya alam (SDA) yang dapat berpengaruh besar terhadap 
pembangunan di bidang pendidikan. Pengaruh ini bersifat menunjang dan 
bersifat menghambat. Tersedianya sumber daya alam merupakan faktor 
yang menunjang kesejahteraan. Keadaan geografi yang menguntungkan 
antara lain lahan subur dan di lereng gunung Lawu juga merupakan 
kendala dalam upaya peningkatan perluasan dan pemerataan kesempatan 
belajar.  
      3.  Administrasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar 
Pemerintah Kabupaten Karanganyar merupakan koordinator semua 
instansi sektoral dan kepala daerah yang bertanggung jawab sepenuhnya. 
terhadap pembinaan dan pengembangan wilayahnya.  Sebagai kesatuan 
wilayah pemerintahan, melaksanakan pembangunan yang memiliki arah 
dan tujuan tertentu yang harus dicapai melalui pembangunan di semua 
bidang, termasuk di bidang pendidikan dan kebudayaan. Pembangunan 
dalam bidang pendidikan di Kabupaten Karanganyar tidaklah berdiri 
sendiri, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan 
Kabupaten Karanganyar secara keseluruhan dan di bawah koordinasi 
Pemerintah Kabupaten untuk menjaga keserasian dan keterkaitannya 
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dengan sektor lain dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan 
pembangunan daerah yang telah ditetapkan.  
Luas wilayah  Kabupaten Karanganyar adalah 57.482 Ha atau 
574,82 Km2 atau sekitar l8% dari luas eks Karesidenan Surakarta. Secara 
administratif terdiri 17 wilayah Kecamatan, 186 Desa,  3.212 Dusun, 6.890 
Rukun warga dan 16.990 Rukun Tetangga. Deskripsi administratif dan luas 
wilayah masing-masing kecamatan ditunjukkan pada tabel berikut : 
 
Tabel 2.1 












1. Colomadu 9 4.925 
2. Matesih 11 6.684 
3. Tawangmangu 8 6.762 
4. Tasikmadu 10 5.727 
5. Kerjo 9 7.663 
6. Jenawi 10 7.852 
7. Ngargoyoso 8 8.852 
8. Karanganyar 5 3.132 
9. Jatipuro  11 6.249 
10. Jumapolo  12 7.309 
11. Karangpandan  11 9.384 
12. Kebakkramat 9 5.299 
13 Jatiyoso 12 4.135 
14 Mojogedang  11 6.584 
15 Godangrejo 9 5.555 
16 Jaten 9 4.571 
17 Jumantono  10 4.799 
 Kabupaten Karanganyar  86 57.482 
Sumber : Rangkuman Data Penduduk Usia Sekolah Tahun 2008  





4.  Kondisi Demografis 
           Jumlah penduduk sebagai potensi sumber daya manusia dari tahun 
ke tahun cenderung meningkat, bahkan laju pertumbuhan penduduk  
Kabupaten Karanganyar jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar dari 
tahun 2008 adalah  943.933 jiwa. Dari jumlah tersebut, 75.819 berusia 7-
12 tahun (8,03%), 37.899 jiwa berusia 13-15 tahun (4,0l%). Jumlah 
penduduk usia wajib Belajar 9 Tahun yaitu sebanyak I13.717 jiwa. Jumlah 
penduduk Kabupaten Karanganyar secara keseluruhan dan jumlah 
penduduk usia wajib Belajar 9 Tahun per kecamatan pada tahun 2008 
dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 2.2 
Jumlah Penduduk seluruhnya Dan Jumlah penduduk usia Sekolah 
Kabupaten Karanganyar (Per Kecamatan) Tahun 2008 
NO KECAMATAN JUMLAH 
PENDUDUK 
SELURUHNYA 
PENDUDUK MENURUT KELOMPOK USIA 
SEKOLAH 
7 – 12 TAHUN 13 – 15 TAHUN JUMLAH 
1 2 3 4 5 6 
1 Colomadu 54.594 4.823 2.211 7.034 
2 Matesih 82.949 6.502 3.125 9.627 
3 Tawangmangu 79.810 7.202 3.435 10.637 
4 Tasikmadu 56.405 4.871 2.481 7.352 
5 Kerjo 30.443 2.343 1.193 3.536 
6 Jenawi 29.434 2.220 1.146 3.366 
7 Ngargoyoso 41.052 3.530 1.800 5.330 
8 Karanganyar 46.157 3.918 2.027 5.945 
9 Jatipuro 30.499 2.707 1.300 4.007 
10 Jumapolo 29.349 2.376 1.261 3.637 
11 Karangpandan 25.820 2.298 1.084 3.382 
12 Kebakkramat 48.818 4.242 2.042 6.284 
13 Jatoyoso 78.025 6.475 3.446 9.921 
14 Mojogrdang 165.725 8.766 4.615 13.381 
15 Gondangrejo 61.558 5.629 2.675 8.304 
16 Jaten 40.029 3.696 1.886 5.582 
17 Jumantono 43.266 4.221 2.171 6.392 
 JUMLAH  943.933 75.819 37.898 113.717 
Sumber :  Rangkuman Data Penduduk Usia Sekolah  Tahun 2008  





B.  Deskripsi Dinas pendidikan Kabupaten Karanganyar 
l.    Pendahuluan 
            Dinas pendidikan merupakan suatu instansi pemerintah yang 
berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin 
oleh seorang kepala yang berada di bawah dan  bertanggung jawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris daerah. Hal ini sesuai dengan Keputusan Bupati 
Karanganyar No.30/Kep.KDH/A/2003. Dinas pendidikan mempunyai 
tugas melaksanakan kewenangan dalam bidang pendidikan. sedangkan 
fungsi yang diemban oleh Dinas Pendidikan meliputi perumusan kebijakan 
teknis dibidang pendidikan, pemberian perizinan dan pelaksanaan 
pelayanan umum bidang pendidikan, dan melaksanakan pembinaan 
terhadap unit pelaksana teknis dinas. Dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar mempunyai visi 
tahun 2008 yakni "Terwujudnya pendidikan yang Berkualitas 
Berlandaskan Budaya Bangsa". Sedangkan misi Dinas pendidikan 
meliputi : 
a. Meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan dan kualitas 
lembaga pendidikan 
b. Memberikan kesempatan kepada anak usia pra sekolah dari sekolah 
untuk dapat mengenyam pendidikan serta menekan angka DO 
serendah mungkin. 
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c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam  penyelenggaraan 
pendidikan. 
d. Meningkatkan kualitas pendidikan pemuda olah raga agar berjiwa 
wirausaha, berwawasan kebangsaan dan berprestasi. 
e. Menumbuhkan wawasan budaya bangsa untuk memperkuat jati diri 
dalam era globalisasi. 
f. Meningkatkan pembinaan,  penilaian, pengawasan kepada lembaga 
pendidikan dan kebudayaan untuk mencapai kualitas pendidikan. 
g. Mengembangkan system pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat dan pasar kerja. 
Dengan Undang-Undang system pendidikan nasional  mengandung 
hasrat mulia, untuk memberi pelayanan pendidikan sepanjang hayat bagi 
seluruh warga masyarakat tanpa membedakan usia, kelamin, suku, agama, 
budaya dan lingkungan. Empat kata kunci yang diperlukan untuk dapat 
mewujudkan zat perekat dimaksud adalah kepercayaan, kesediaan, 
mendengar keterbukaan, dan rasa tanggung jawab. Keempat elemen tersebut 
bukan sesuatu yang berdiri sendiri dan terpisah tetapi merupakan satu 
kekuatan yang saling terkait, saling memperkuat. 
Apabila kita perhatikan apa dan bagaimana kejadian pembelajaran 
melalui jalur pendidikan luar sekolah, akan jelas kita lihat ada 10 unsur 
(patokan) yang akan selalu ada pada setiap program (Anwas Iskandar). 
Kesepuluh patokan tersebut adalah : warga belajar, sumber belajar, pamong 
belajar, sarana belajar, tempat belajar, dana belajar, rajin belajar, kelompok 
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belajar, program belajar dan hasil belajar. Kesepuluh unsur tersebut di satu 
sisi menjadi bagian yang mendukung program pembelajaran namun di sisi 
lain dapat digunakan menjadi dasar untuk menentukan patokan, ukuran atau 
standard penilaian untuk melihat sejauh mana pembelajaran mencapai 
tujuan yang diinginkan. 
          Sasaran-sasaran yang hendak diwujudkan oleh Dinas pendidikan 
Kabupaten Karanganyar, antara lain : 
a. Terwujudnya kemandirian  masyarakat dalam rangka pendidikan lebih 
lanjut untuk mempertahankan Wajar Sembilan Tahun pendidikan 
Dasar ke Tingkat Tuntas paripurna 94%. 
b.  Terwujudnya kemandiriaan masyarakat dalam pendidikan lebih lanjut 
untuk merintis wajar 12 Tahun ke Tingkat Tuntas pratama. 
c. Meningkatnya kualitas guru,  tutor dan tenaga administrasi serta 
penyetaraan guru untuk mencapai sekolah yang efektif dan bermutu 
sebesar 30%.  
d. Meningkatnya kemampuan/profesionalitas melalui guru/tutor dan 
tenaga administrasi untuk mencapai efektif dan bermutu. 
e. Meningkatnya pemberdayaan KBM sebesar 30%. 
f. Meningkatnya prasarana fisik pendidikan sekolaah untuk peningkatan 
mutu pendidikan sebesar 30%. 
g. Meningkatnya prasarana fisik pendidikan luar sekolaah untuk 
peningkatan mutu pendidikan sebesar 30%. 
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h. Meningkatnya kualitas sarana pendidikan untuk meningkatkan 
pelayanan pendidikan kepada masyarakat sebesar 30%.  
i. Meningkatnya pemberdayaan sarana fisik pendidikan untuk 
meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat sebesar 30%.  
j. Meningkatnya peran serta masyarakat untuk mendukung kemampuan 
profesionalitas tenaga kependidikan dan lembaga pendidikan. 
k. Meningkatnya peran serta masyarakat di bidang pendidikan dalam 
meningkatkan proses KBM sebesar 30%. 
l. Meningkatnya peran serta masyarakat perguruaan tinggi dalam 
transformasi iptek yang dilandasi iman dan taqwa sebesar 30%.  
m. Meningkatnya komitmen pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
terhadap penyerapan Iptek sebesar 30%. 
n. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan di bidang 
kebudayaan untuk memperkokoh nilai-nilai budaya bangsa guna 
menangkal pengaruh negatif budaya luar.  
o. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan di bidang 
pemuda dan olah raga untuk memperkokoh nilai-nilai budaya bangsa 
guna menangkal pengaruh negatif budaya luar. 
p. Meningkatnya transformasi ilmu pengetahuan dan tekhnologi melalui 
materi pelajaran bidang kebudayaan, pemuda dan olah raga yang 
menunjang terpeliharanya nilai-nilai budaya daerah yang berlandaskan 
iman dan taqwa bekerjasama dengan perguruan tinggi. 
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q. Meningkatnya sarana prasarana fisik bidang kebudayaan dalam rangka 
mendukung Pembangunan. 
r. Meningkatnya sarana prasarana fisik bidang pemuda dan olah raga  
dalam rangka mendukung pembangunan.  
2. Struktur organisasi, uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan 
Kabupaten Karanganyar. 
Berdasarkan Keputusan Bupati Karanganyar 
No.30/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas 
Pokok dan fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten 
Karanganyar adalah sebagai berikut (gambar struktur organisasi dapat 
dilihat pada lampiran): 
a. Kepala Dinas 
Mempunyai tugas dan fungsi bertanggung jawab atas segala 
pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan Dinas Pendidikan 
Kabupaten Karanganyar. 
b. Bagian Tata Usaha terdiri dari Sub Bagian Umum, Sub Bagian 
Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Perencanaan. 
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum 
kepegawaian, keuangan dan perencanaan. Fungsinya meliputi; 
penyelenggaraan urusan umum, penyelenggaraan urusan kepegawaian, 
penyelenggaraan urusan keuangan dan penyelenggaraan urusan 
perencanaan.  
c. Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di 
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bidang pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar.  Fungsinya 
meliputi: 
1) Pengelolaan, pembinaan dan pengembangan pengajaran  Taman 
Kanak-kanak dan Sekolah Dasar. 
2) Pengelolaan, pembinaan dan pengembangan kesiswaan Taman 
Kanak-kanak dan Sekolah Dasar. 
3) Pengelolaan, pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan 
Taman Kanak-kanak dan sekolah Dasar. 
4) Pengelolaan sarana dan prasarana Taman Kanak-kanak dan 
Sekolah Dasar. 
d. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah pertama mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang pendidikan 
Sekolah Menengah Pertama. Fungsinya meliputi : 
1) Pengelolaan. pembinaan dan pengembangan pengajaran sekolah 
Menengah Pertama. 
2) Pengelolaan, pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan 
Sekolah Menengah Pertama. 
3) Pengelolaan, pembinaan dan pengembangan kesiswaan Sekolah 
Menengah Pertama. 
4) Pengelolaan sarana dan prasarana Sekolah Menengah pertama. 
e. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah 
Kejuruan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas 
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Pendidikan di bidang pendidikan Sekolah Menengha Atas dan 
Sekolah Menengah Kejuruan. Fungsinya meliputi : 
1) Pengelolaan, pembinaan dan pengembangan pengajaran Sekolah 
Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan 
2) Pengelolaan, pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan 
Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. 
3)  Pengelolaan, pembinaan dan pengembangan kesiswaan Sekolah 
Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan  
4) Pengelolaan sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas dan 
Sekolah Menengah Kejuruan. 
f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di 
bidang pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga. Fungsinya 
meliputi : 
1) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan pendidikan 
anak 
2) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan pendidikan 
masyarakat. 
3) Penyelenggaraan, Pembinaan, dan pengembangan Pendidikan  
pemuda dan olahraga. 
g.  Bidang Kurikulum dan Pengendalian Mutu mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang kurikulum  
dan pengendalian mutu pendidikan. Fungsinya meliputi :  
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1) Pengelolaan, pembinaan dan pengembangan kurikulum serta 
pengendalian mutu pendidikan Taman Kanak-kanak dan 
Sekolah Dasar. 
2) Pengelolaan, pembinaan dan pengembangan kurikulum serta 
pengendalian mutu pendidikan Sekolah Menengah Pertama. 
3) Pengelolaan, pembinaan dan pengembangan kurikulum serta 
pengendalian mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas dan 
Sekolah Menengah Kejuruan. 
h. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas Dinas Pendidikan di Bidang Teknis.  
i. Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas Dinas Pendidikan sesuai dengan keahlian dan 
kebutuhan. 
3. Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar 
 Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan 
tugas dan fungsinya wajib menyelenggarakan koordinasi dengan instansi 
yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Dalam 
penyelenggaraan pemerintahan melaksanakan  tugas dan fungsi pokok, 
Kepala satuan organisasi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi 
dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan 
organisasi. Kepala dinas dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan 
yang ditetapkan Bupati,  Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan laporan 
pelaksanakan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris 
Daerah. Kepala Dinas Pendidikan mengemban tugas memimpin, 
mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi 
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pelaksanaan tugas bawahannya dan wajib mengawasi pelaksanaan tugas 
bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan mengambil langkah yang 
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.  
 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar dalam 
melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan 
wajib mengadakan rapat secara berkala. Setiap bawahan di lingkungan 
Dinas Pendidikan dapat memberikan saran dan pertimbangan mengenai 
langkah yang perlu diambil. Setiap kepala satuan organisasi wajib 
mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan 
masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. 
Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh kepala satuan organisasi 
diolah dan dipergunakan  sebagai bahan laporan kepada atasan serta untuk 
memberikan petunjuk kepada bawahan. Setiap laporan yang disampaikan 
kepada atasan untuk tembusan laporan disampaikan kepada satuan 
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 
    a.  Jalur Pendidikan Luar Sekolah 
 Jalur pendidikan luar sekolah menyadari sepenuhnya akan hal 
tersebut di atas. Sebagai realisasinya, semenjak tahun 1977 telah 
diselenggarakan Program Paket A, kemudian pada tahun 1994, 
dikembangkan menjadi Program Paket A setara SD, serta pada tahun 
yang sama pula dikembangkan Program Paket B setara SLTP. Semua 
ini merupakan upaya untuk memberikan pelayan pendidikan kepada 
masyarakat sehingga paling tidak semua penduduk negeri ini memiliki 
pendidikan serendah-rendahnya pendidikan dasar (SD dan SLTP), 
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seperti amanat dari kebijaksanaan pemerintah dalam Wajib Belajar 
Pendidikan Dasar (9 tahun). 
Data jumlah penduduk  menurut pendidikan usia 10-44 tahun 
yang masih buta huruf masih cukup memprihatinkan, demikian pula 
angka putus SD, lulus SD tidak melanjutkan, dan putus SLTP. Sampai 
akhir tahun 1998 masih terdapat penduduk buta huruf usia 10-44 tahun 
sebanyak 6.073.420 orang (4,87%), putus SD usia 7-12 tahun sebanyak 
4.038.007 orang (16,6%), lulus SD tidak melanjutkan sebanyak 
4.346.586 orang (32,77%), dan putus SLTP usia 13-15 tahun sebanyak 
1.823.113 orang (25,87%). (Fakta dan Angka Dikmas 1999) 
Dari data di atas kita melihat, masih banyak sasaran yang harus 
dilayani melalui jalur pendidikan luar sekolah, padahal program--
program pendidikan luar sekolah, khususnya untuk memberikan bekal 
pendidikan dasar telah lama dilaksanakan. Apabila dilihat dari sisi 
anggaran perhatian pemerintah pada jalur pendidikan luar sekolah 
dirasakan masih amat kurang (Umberto Sihombing 2000), walaupun 
dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, secara tegas dinyatakan 
bahwa sistem pendidikan nasional diselenggarakan melalui dua jalur, 
yakni jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Hal 
ini dapat dilihat dari rendahnya bantuan pemerintah untuk jalur 
pendidikan luar sekolah. 
Namun demikian kita tidak boleh “mengkambing-hitamkan” 
masalah dana semata, tetapi secara jujur berdasarkan kenyataan yang 
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berhasil diamati penulis dalam penyelenggaraan program-program 
masih terdapat banyak kendala/permasalahan yang membuat hasil yang 
di harapkan belum dapat tercapai. Sudah banyak usaha atau upaya 
pemecahan masalah dilaksanakan dalam penyelenggaraan program di 
lapangan, tetapi selama ini pemecahan masalah tersebut banyak yang 
kurang tajam, artinya pemecahan masalah tersebut tidak mengenal pada 
akar permasalahan, tetapi lebih bersifat pada “pengobatan” terhadap 
kejadian atau symptom yang dialami, tanpa menganalisis lebih jauh 
penyebab-penyebab kejadian tersebut. 
Untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program di masa yang 
akan datang perlu diadakan peneropongan, penggalian, pengungkapan 
(scanning) yang menyeluruh pada semua kejadian yang menghambat 
pelaksanaan program,  kemudian dicari akar permasalahannya. Upaya 
pemecahan masalah harus diupayakan pada upaya pemecahan akar 
permasalahan, sehingga berbagai aspek yang terjadi akibat dari akar 
permasalahan tersebut dapat tertanggulangi. Sebab satu akar 
permasalahan dapat mengakibatkan berbagai kejadian, sehingga 
apabila akar permasalahan belum tertanggulangi, sedangkan salah satu 
kejadian yang diakibatkan oleh akar permasalahan diatasi, maka 
kejadian-kejadian serupa yang menghambat pelaksanaan program akan 
terus terjadi secara berulang-ulang, jika tidak dapat dikatakan mubazir, 
maka upaya tersebut kurang efektif. 
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Pendidikan dasar dalam jalur pendidikan luar sekolah adalah 
bentuk pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang karena berbagai 
hal tidak memperoleh kesempatan untuk mengenyam pendidikan pada 
jalur sekolah, sehingga mereka memiliki pengetahuan, keterampilan 
dan sikap dasar, minimal setara dengan tamatan pendidikan dasar. 
Dalam pelaksanaannya pendidikan dasar pada jalur pendidikan luar 
sekolah, dilaksanakan melalui program: 1) Pemberantasan Buta Aksara 
melalui Keaksaraan Fungsional; 2) Program Paket A setara SD, dan 
Paket E setara SUP. Dalam usaha meningkatkan kinerja program 
pendidikan dasar luar sekolah tersebut, berbagai permasalahan yang 
dihadapi adalah seperti digambarkan berikut. 
             b. Program Pemberantasan Buta Aksara 
Program pemberantasan buta aksara melalui keaksaraan 
Fungsional, di masyarakat lebih dikenal dengan program “Keaksaraan 
Fungsional (KF)” saja. Program KF adalah program pemberantasan 
buta aksara yang substansi belajarnya disesuaikan dengan kebutuhan 
dan minat warga belajar berdasarkan potensi lingkungan yang ada di 
sekitar kehidupan warga belajar. Dengan demikian hasil yang 
diharapkan dari program ini adalah warga belajar dapat memanfaatkan 
hasil belajarnya dalam kehidupannya sehari-hari (bersifat fungsional), 
guna peningkatan kualitas kesejahteraan hidupnya. 
Adalah serangkaian kegiatan yang mencerminkan tujuan, isi 
pembelajaran, cara pembelajaran, waktu pembelajaran, atau sering 
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disebut dengan garis besar kegiatan belajar. Program belajar disusun 
berdasarkan kebutuhan warga belajar. Sehingga warga belajar menjadi 
pemilik dari program tersebut. Program pembelajaran yang tidak sesuai 
dengan kebutuhan warga belajar akan menyebabkan warga belajar 
jenuh dan meninggalkan program. Program belajar tidak diatur, 
dipaksakan oleh orang lain, tetapi tumbuh dari keinginan dan 
kebutuhan warga belajar. Untuk menjamin mutu setiap program 









ANALISIS DATA PENELITIAN 
 
A. Analisis Penelitian 
           Penelitian ini mengkaji indikator variabel penelitian yang telah ditetapkan 
peneliti, yakni : (1) Efektivitas; (2) Responsivitas, dan (3)  Kualitas pelayanan. 
Masing-masing indicator variabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :  
       1.  Efektivitas Dinas Dikpora Kabupaten Karanganyar 
                Efektivitas kerja dalam penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang 
telah ditetapkan, artinya pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak 
tergantung bilamana tugas diselesaikan dan tidak menjawab bagaimana cara 
melaksana-kannya dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu. Efektivitas 
kerja menekankan pada pencapaian tujuan atau hasil yang diinginkan dari 
suatu usaha kerjasama. Suatu usaha dikatakan efektif apabila membuahkan 
hasil seperti yang diinginkan terlepas dari cara pelaksanaannya maupun 
biaya yang dikeluarkan dan merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang 
dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana yang telah ditetapkan. 
                 Pada prinsipnya tujuan efektivitas kerja pegawai ialah memperoleh 
dan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam diri para pegawai sebaik 
mungkin dalam usaha organisasi untuk mencapai tujuan operasionalnya. 
Efektivitas dinilai menurut ukuran seberapa jauh sebuah organisasi berhasil 
mencapai tujuan yang layak dicapai. Pemusatan perhatian pada tujuan yang 
layak dicapai dan optimal, kelihatannya lebih realitas untuk tujuan evaluasi, 
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daripada menggunakan tujuan akhir atau tujuan yang diinginkan sebagai 
dasar ukuran. 
                  Tingkah laku individu atau kelompok dalam menyokong organisasi 
mencapai tujuan dan juga untuk memperbaiki metode serta prosedur kerja 
yang ada dalam organisasi tersebut. Melalui cara evaluasi hasil kerja dari 
para pegawai untuk kemudian digantikan dengan metode yang lebih efektif, 
sehingga pegawai dalam organisasi tersebut tidak asal bekerja 
melaksanakan tugas yang dibebankan. Dengan demikian pegawai bekerja 
berdasarkan atas prosedur dan metode kerja diarahkan untuk mencapai 
tujuan organisasi secara efektif. 
           Efektivitas merupakan indikator untuk menilai kinerja organisasi 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa. Konsep 
efektivitas dalam suatu organisasi bukan suatu benda, atau suatu tujuan, 
atau suatu karakteristik dari output atau perilaku organisasi, tetapi cukup 
suatu pernyataan dari relasi-relasi di dalam dan diantara jumlah yang 
relevan dari organisasi tersebut.   
           Efektivitas Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 
(KDPPO) Kabupaten Karanganyar merupakan tingkat keberhasilan KDPPO 
dalam melaksanakan tugas atau kegiatannya sehingga tujuan yang telah 
ditetapkan atau direncanakan dapat tercapai. Efektivitas Kantor Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga (KDPPO) Kabupaten Karanganyar 
merupakan tingkat keberhasilan KDPPO dalam melaksanakan tugas atau 
kegiatannya sehingga tujuan yang telah ditetapkan atau direncanakan dapat 
tercapai. 
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Wawancara tgl. 24 Desember 2009 dengan Tri Suranto, Kepala 
Dikpora Kabupaten Karanganyar diperoleh informasi bahwa:  
Masalah pemberantasan buta aksara di Kabupaten Karanganyar itu 
yang diminta, itu kan dilakukan terhadap peserta, yakni sejumlah warga 
belajar yang terdiri dari 5-10 orang, yang berkumpul dalam satu 
kelompok, memiliki tujuan dan kebutuhan belajar yang sama dan 
bersepakat untuk saling membelajarkan. Nah.... melaluik kelompok 
inilah maka bersama sumber belajar dan pamong belajar yang 
menentukan tempat dan waktu belajar. Kelompok belajar ini tentu 
sifatnya harus sebagai organ yang dinamis dan partisipatif. 
......... tentang soal yang mengenai program belajar itu,.......sebenarnya 
program belajar disusun berdasarkan kebutuhan warga belajar. 
Sehingga warga belajar menjadi pemilik dari program tersebut. 
Program pembelajaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan warga 
belajar akan menyebabkan warga belajar jenuh dan meninggalkan 
program. Anda ketahui sekarang ….. bahwa program belajar tidak 
diatur, dipaksakan oleh orang lain, tetapi tumbuh dari keinginan dan 
kebutuhan warga belajar. Untuk menjamin mutu setiap program 
disusun acuan terendah yang harus dicapai setelah menyelesaikan 
program belajar itu….. 
 
    Hasil belajar meningkatkan mutu hidup dan kebiasaan warga belajar 
menjadi patokan keberhasilan. Hasil belajar yang segera dapat memperbaiki 
kehidupan warga belajar, merupakan motivasi belajar untuk proses lebih 
lanjut. Belajar hanya untuk tahu akan kurang bermakna bagi warga belajar. 
    Sebagai contoh dapat disajikan hasil wawancara tgl. 25 Desember 
2009 dengan Ibu Endro Kasi sekolah dasar Dinas Dikpora Kabupaten 
Karanganyar, bahwa  
 
   Pendidikan anak dini usia bagi sebagian anggota masyarakat belum 
menjadi suatu keharusan, sehingga kesediaan untuk menyisihkan 
sebagian penghasilan untuk tujuan ini belum berkembang. Dengan 
demikian bagi mereka yang memiliki dana yang cukup dan yang 
menggunakan perhitungan secara ekonomi, bidang pendidikan anak 




Dari beberapa hambatan yang ditemui dalam mengembangkan 
pendidikan anak dan pelaksanaan program pemberantasan buta aksara, 
dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah masih sangat dibutuhkan 
sebagai penyandang dana sebagai motivasi, provokator, dinamisator 
penumbuhan kesadaran akan pentingnya pendidikan anak dini usia. Sedang 
pelaksanaan dapat melalui berbagai organisasi kemasyarakatan. 
         2.  Responsivitas Dinas Dikpora Kabupaten Karanganyar. 
           Responsivitas atau daya tanggap organisasi adalah kemampuan 
organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun 
prioritas kebutuhan dan mengembangkannya ke dalam berbagai program 
pelayanan seperti pemberantasan buta aksara.  Responsivitas mengukur 
daya tanggap organisasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta 
tuntutan warga pengguna layanan. 
           Dalam konteks pelayanan publik, prinsip kepuasan pelanggan atau 
masyarakat dapat digunakan birokrasi publik untuk mengenali kebutuhan 
dan kepentingan masyarakat sebelum menentukan jenis pelayanan yang 
akan diberikan. Untuk mengetahui keinginan, kebutuhan dan kepentingan 
masyarakat atau pengguna, birokrasi pelayanan publik harus mendekatkan 
diri dengan masyarakat. Tidak ada alasan bagi birokrasi pemerintah untuk 
tidak berbuat seperti itu Citizen’s charter (kontrak pelayanan) yaitu adanya 
standar pelayanan publik yang ditetapkan berdasarkan masukan 
masyarakat, dan birokrasi berjanji untuk memenuhinya agar birokrasi lebih 
responsif. Citizen’s charter merupakan suatu pendekatan dalam 
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memberikan pelayanan publik yang menempatkan masyarakat atau 
pengguna sebagai pusat perhatian. 
Hasil wawancara tgl 21 Desember 2009 dengan Tarsa, Kabid 
Tenaga Kependidikan Dikpora Kabupaten Karanganyar diperoleh 
informasi : 
 Rasanya kita perlu sujud syukur karena target yang diharapkan 
sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program 
pemberantasan buta aksara menunjukkan kurve jumlah penyandang 
buta aksara yang terus menurun berkat tetesan keringat para 
pemerhati program keaksaraan (Tentunya peran tutor dan 
pemangku kebijakan yang lebih tajam mengiris permasalahan ini), 
sampai seberapa?. Tahun 2008 jumlah penduduk buta aksara kini 
tinggal 9.763 orang atau tinggal 5,97 % saja (Bidang Pendidikan 
Masyarakat, Tahun 2009). Tentunya masih ada pekerjaan rumah 
yang tersisa sebesar 0,97 % yang harus diselesaikan guna 
memenuhi target pencapaian pelaksanaan program yang diharapkan 
di tahun 2009 ini. Syukur-syukur target yang diharapkan dapat 
terlampaui (kalau tidak bagaimana ya ?). 
 
Tahun 2009 ini diharapkan menjadi akhir upaya pemberdayaan 
masyarakat melalui program pemberantasan buta aksara ini. Tentu 
harapannya tidak. Laksana orang baru bangun tidur, seorang penyandang 
buta akasara akan mudah kembali tertidur jika tidak segera dimotivasi 
untuk terus beranjak meninggalkan kebutaan aksaranya. Buta aksara 
kembali (re-illitercy) akan menjadi dampak apabila sentuhan tidak terus 
diberikan secara berkesinambungan, dan posisi Indeks Pembangunan 
Manusia (Human Development Index (HDI)) di Kabupaten Karanganyar 
akan kembali terpuruk karena memang angka melek aksara merupakan 
variabel penting dalam menentukan tingkat HDI dari suatu wilayah 
kabupaten/kota. Sehingga perlu sentuhan program inovatif untuk 
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membantu saudara kita menjadi lebih mampu memanfaatkan kemampuan 
keaksaraan yang dimilikinya mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. 
 Wawacara tgl 21 Desember 2009 dengan Bambang Wahyono staf 
ahli Dikpora Kabupaten Karanganyar diperoleh penjelasan lengkap   
bahwa: 
Gini  lho mas ..... langkah penting yang perlu dilakukan guna 
membantu masyarakat penyandang buta aksara agar lebih 
kompetitif dengan memanfaatkan kemampuan keaksaraannya 
adalah melalui pemberdayaan ekonominya. Bimbingan yang lebih 
komprehensif dengan memadukan antara pembelajaran 
peningkatan kemampuan keaksaraan dengan kemampuan untuk 
melakukan usaha secara mandiri akan dapat memotivasi 
masyarakat meningkatkan kemampuan keaksaraannya dan 
sekaligus meningkatkan penghasilan secara ekonomi.  
Seiring dengan upaya yang dapat dilakukan tersebut, pada tahun 
2009 ini Nakhoda baru Kepala bidang Pendidikan Masyarakat kembali 
menyuguhkan sebuah program guna mendukung penuh pelaksanaan 
pemberantasan buta aksara melalui program Keaksaraan Usaha Mandiri 
(KUM). Sebuah program yang memiliki kerangka yang menitik beratkan 
pada peningkatan keterampilan warga belajar melalui pembelajaran 
keterampilan/usaha yang dapat meningkatkan produktifitas perorangan 
maupun kelompok pasca keaksaraan dasar. Program baru ini memiliki 
beberapa tujuan yang ingin dicapai antara lain : 
1. Meningkatkan kemampuan keberaksaraan usaha mandiri bagi peserta 
untuk mengembangkan dan mengaktualisasikan berbagai potensi yang 
dimiliki. 
2. Meningkatkan keberdayaan warga belajar melalui peningkatan 
pengetahuan, sikap, keterampilan dan berusaha secara mandiri. 
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3. Meningkatkan taraf hidup warga belajar melalui program pendidikan 
keaksaraan usaha mandiri.  
         3.  Kualitas Pelayanan Dinas Dikpora Kabupaten Karanganyar.  
Kualitas pelayanan tentunya selalu diupayakan agar lebih luas 
cakupannya. Di mana kualitas merupakan kondisi dinamis yang 
berhubungan dengan sistem pelayanan dan tujuan pelayanan dan 
lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Pelayanan  kepada 
masyarakat agar terbebas dari buta aksara tujuannya agar meningkat 
pengetahuan dan ketrampilannya dalam membaca dan menulis. 
Kualitas pelayanan merupakan bagaimana proses pelayanan dalam 
upayanya memenuhi kebutuhan masyarakat. Tolak ukur tinggi rendahnya 
kualitas pelayanan, tergantung pelanggan, apakah telah sesuai dengan 
harapannya dan tercermin dalam kepuasan masyarakat. 
Wawancara hari Senin 21 Desember 2009 dengan Sutrisno, Kasi 
Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 
Kabupaten Karanganyar diperoleh keterangan bahwa : 
Program Pemberantasan Buta Aksara di Karanganyar itu lhoo mas, 
sangat jelas kok mas. Tahu nggak, bahwa dengan adanya 
Pemberantasan Buta Aksara, diharapkan bisa mengurangi angka 
kemiskinan, kartena warga yang melek huruf akan bisa menambah 
wawasan dan pengetrahuannya, bisa melakukan komunikasi dengan 
baik dan mencapai tujuan dan rencana ekonominya dengan percaya diri. 
Di samping sedang mempersiapkan infrastruktur dan perangkat 
penunjang lainnya,  program ini sudah lama digulirkan dalam bentuk 
sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya pemberantasan buta 
aksara. Dan nampaknya kabupaten Karanganyar boleh berbangga 
dengan hasil yang dicapai selama ini. 
 
Program pemberantasan buta aksara di Kabupaten Karanganyar, 
merupakan salah satu upaya pemerintah Kabupaten  Karanganyar untuk 
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mewujudkan critlcal mass itu dan membekali warga mnasyarakat yang buta 
huruf menajdi melek huruf dan mampu menyerap informasi dan terknologi 
dengan baik guna meningkatkan taraf kesejahteraannya. 
Wawancara tgl 21 Desember 2009 dengan Praptono, staf ahli bidang 
pendidikan masyarakat (termasuk pemberantas buta aksara) bahwa :” 
Konsekuensi logis sebuah program yang memiliki format lebih khusus yang 
mengarah pada kemampuan usaha mandiri warga belajar adalah 
mempersiapkan beberapa aspek guna mendukung pelaksanaan program agar 
berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan”. 
          Beberapa aspek yang perlu dipersiapkan antara lain: 
1. Aspek Penyelenggaraan Kegiatan perlu dimantapkan dengan tujuan 
memberikan arah bagaimana harapan proses penyelenggaraan akan 
dilakukan. Para penyelenggara diharapkan dapat merespon tujuan 
program yang ada sehingga penyelenggaraan program dapat dirumuskan 
sebagai pedoman bagi penyelenggara-penyelenggara program di 
lapangan. 
2. Aspek perencanaan pembelajaran merupakan salah satu aspek yang 
sangat penting dalam proses penyelenggaraan program Keaksaraan 
Usaha Mandiri. Tutor yang lebih banyak berkecimpung dalam 
perencanaan pembelajaran harus memiliki kemampuan untuk melakukan 
perancangan dalam bentuk tahapan-tahapan kegiatan pembelajaran yang 
akan dilaksanakan. Komponen-komponen apa saja yang dibutuhkan 
dalam kegiatan pembelajaran diharapkan sudah dapat direncanakan dan 
diprediksikan oleh sang pembelajar (tutor). Diharapkan perencanaan 
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pembelajaran yang dibuat nantinya dapat memberikan arahan pada 
kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. 
3. Aspek Pelaksanaan Pembelajaran, aspek lain yang perlu dipersiapkan 
adalah pelaksanaan pembelajaran. Komponen-komponen yang telah 
dipersiapkan pada aspek perencanaan pembelajaran akan menjadi acuan 
bagi seorang tutor dalam melaksanakan proses pembelajaran bagi warga 
belajar. Kemampuan mensinergikan komponen-komponen yang dapat 
mendukung proses pembelajaran perlu dimiliki oleh para tutor sebelum 
melakukan proses pembelajaran. 
4. Satu lagi aspek yang perlu dipersiapkan adalah aspek Evaluasi (Awal, 
proses pelaksanaan program serta evaluasi hasil pembelajaran 
Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)). Kegiatan evaluasi ini penting 
dilakukan, dimana salah satunya bertujuan untuk mengetahui tingkat 
pencapaian hasil pelaksanaan program bagi warga belajar baik secara 
individu maupun kelompok serta sebagai bahan informasi bagi tutor 
dalam melaksanakan pembelajaran selanjutnya. Dengan demikian maka 
perlu disegerakan teknik evaluasi yang akan dilakukan dengan 
berpedoman pada Standart Kompetensi Kelulusan, Standart Kompetensi, 
Kompetensi Dasar serta indikator yang telah disusun sehingga capaian 
hasil belajar dari warga belajar dapat terukur dengan jelas. 
Aspek Penyelenggaraan, Perencanaan Pembelajaran, Pelaksanaan 
Pembelajaran serta penilaian hasil pembelajaran Keaksaraan Usaha Mandiri 
(KUM) perlu segera diketahui dan dipahami baik oleh para penyelenggara 
maupun tutor pendidikan keaksaraan. Hal ini menjadi sangat penting karena 
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penyelenggara dan tutor merupakan komponen penting penentu keberhasilan 
pelaksanaan program di lapangan. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan 
untuk mensosialisasikan aspek-aspek di atas antara lain Melalui diklat-diklat 
baik bagi para pelatih, tutor maupun penyelenggara program serta Penyebaran 
informasi melalui buku-buku panduan penyelenggaraan program. 
Wawancara tgl. 23 Desember 2009 dengan Nur Halimah seksi Sarana 
Kabid Dikdas Dikpora Kabupaten Karanganyar diperoleh informasi bahwa : 
Tolong di catat untuk penelitian anda ya mas, …..Program 
keaksaraan usaha mandiri itu senayatanya lhoo….memiliki tuntutan 
tujuan program yang cukup berat. Disinilah para tutor diharapkan 
menjadi partner dalam meningkatkan keaksaraan warga belajar dan 
sebagai motivator dalam upaya meningkatkan kemampuan warga 
belajar dalam memanfaatkan kemampuan keaksaraannya dalam 
bentuk usaha mandiri. Masalahnya apa ?...... Setidaknya para tutor itu 
kan harus memiliki kemampuan dalam mengarahkan warga belajar 
memiliki jiwa seorang wirausahawan (enterpreuner), sehingga perlu 
kembali dilakukan evaluasi mengenai kompetensi tutor yang layak 
untuk ikut dalam mendukung pelaksanaan pembalajaran nantinya. 
Soalnya….. kalau orang yang semula sudah melek aksara terus tidak 
dibina dengan pemberdayaan ekonominya itu, kalau tidak  yaitu…… 
sudah melek aksara menjadi tidur aksara lagi (buta aksara !). 
 
Pola pembelajaran pada program keaksaraan usaha mandiri perlu 
ditunjang dengan adanya upaya kemitraan. Kemitraan dapat dilakukan baik 
dengan instansi terkait dengan bidang usaha yang dilakukan (balai latihan 
kerja, Dinas perindustrian dan perdagangan dll) dan/atau dengan pengusaha. 
Melalui dukungan dari komponen-komponen tersebut diharapkan kegiatan 





B. Pembahasan  
1. Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dalam Rangka 
Pemberantasan Buta Aksara di Kabupaten Karanganyar  
Pendidikan adalah usaha manusia pendidikan dengan penuh 
tanggungjawab membimbing anak didik menuju kedewasaan. Sebagai  
tujuan  yang  jelas cita-citanya,  maka  perlu  suatu proses  pemberian 
pengetahuan, ketrampilan dan  tingkah  laku. Proses  ini  sering disebut 
proses  pembelajaran  menurut Sumadi  Suryabrata  (1984 : 5) proses belajar  
mengajar  dalam pendidikan  itu perlakuan terhadap anak didik dengan 
mengenalkan, melatih dan menilai pengetahuan, ketrampilan dan  tingkah 
laku sehingga terjadi perubahan dalam kepribadiannya. 
Wawancara dengan Drs. Kusmanto, MM, Kepala Unit Pelaksana 
Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar, 
tanggal 23 Desember 2009 diperoleh informasi bahwa “ 
Dalam kegiatan belajar mengajar atau pembelajaran  digunakan 
sistem terpadu untuk membantu peserta pemberantasan buta aksara 
mempelajari obyek, suara, proses dan peristiwa atau lingkungan,  
yang sulit dihadirkan dalam  kelas,  dengan  media  pembelajaran”. 
  
Dengan media pembelajaran ini akan membantu peserta 
pemberantasan buta aksara maupun  tutor melaksanakan tugasnya masing-
masing. Hubungan   antara  teman-teman  sekelasnya  akan  memacu 
prestasi belajar peserta pemberantasan buta aksara, namun dapat juga 
menghambat  produktivitasnya  dalam  belajar. Kondisi belajar daripada 
peserta pemberantasan buta aksara  itu akan mempengaruhi kemampuan 
belajar peserta pemberantasan buta aksara itu. 
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Menurut Wagimin salah satu peserta didik pembelajaran 
pemberantasan buta aksara dari desa Alas Tua kecamatan Kebakkramat 
menyatakan bahwa :  
Saya setuju dengan sistem yang diterapkan dalam pembelajaran ini, 
karena selama dalam kegiatan belajar semua siswa dan tentor saling 
membantu, tidak membeda-bedakan antar siswa. Para tentor memberikan 
bimbingan dengan sabar dan telaten.” Dari keterangan yang diperoleh dari 
salah satu perseta didik pembelajaran pemberantasan buta aksara ini maka 
dapat mewakili bahwa siswa setuju dengan sistem pembelajaran yang telah 
diterapkan. 
 
Berdasarkan   kenyataan  itu dalam  proses   pembelajaran  harus  
diperhatikan, bahwa  pembelajaran  merupakan suatu proses pemenuhan 
tujuan pendidikan. Penentuan tujuan pendidikan  dalam  pembelajaran  dan 
pemenuhan  suatu kebutuhannya pula yang disadari  maupun  yang dihayati, 
semakin tinggi tahap perkembangan peserta pemberantasan buta aksara, 
semakin dapat diharapkan bahwa peserta pemberantasan buta aksara mampu  
berpartisipasi dalam pembelajaran secara  aktif,  dengan mengejar suatu 
tujuan pendidikan. 
Dalam  proses belajar mengajar atau  pembelajaran  harus dimulai  
dari  tingkat kemampuan dan  pengetahuan  dari  anak didik  dan  tujuan 
pembelajaran dinyatakan  secara  jelas  dan tegas  dan diketahui anak didik, 
sehingga anak didik  memahami tujuannya belajar. Apabila ada hambatan 
dalam proses  pembelajaran, biasanya karena faktor  eksternal seperti  
sarana dan  prasarana  pendidikan. Hambatan komunikasi  dalam  proses 
pembelajaran  pada  kurangnya waktu untuk  perhubungan  antara tutor dan 
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peserta pemberantasan buta aksara-nya. Pemberantasan buta aksara ini 
ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan peserta setara 
dengan pendidikan Sekolah Dasar. Namun masalah prestasi tetap 
diperhatikan, karena ada tes yang dilakukan untuk mengetahui penguasaan 
peserta didik.  
Prestasi dalam belajar peserta pemberantasan buta aksara meliputi 
segi-segi kognitif, efektif dan psikomotorik. Perubahan tingkah laku terjadi 
karena adanya kecakapan baru atau kemampuan yang diperoleh seseorang 
bukan karena adanya proses pertumbuhan melainkan karena adanya 
kegiatan belajar. Kemampuan dan kecakapan tersebut meliputi perbuatan 
verbal, lisan maupun tulisan, ketrampilan mekanikal, klerikal atau problem 
solving yang bertahan beberapa waktu dan yang secara langsung dapat 
dinilai/diukur dengan menggunakan kajian tes yang telah ditentukan. 
Prestasi belajar peserta pemberantasan buta aksara menggambarkan hasil 
yang dicapai akibat adanya kewajiban bagi peserta yang belajar untuk 
mengikuti kegiatan pembelajaran peserta pemberantasan buta aksara. 
Kegiatan pembelajaran peserta pemberantasan buta aksara terjadi dalam 
kondisi yang telah ditentukan batas-batasnya dan dapat diketahui hasilnya 
melalui kontrol pencapaian prestasinya, baik minimal maupun maksimal. 
Proses pembelajaran sebenarnya merupakan proses komunikasi 
antara tutor dengan peserta pemberantasan buta aksara, karena komunikasi 
pada  pembelajaran  ini adanya proses pemberitahuan, partisipasi dan 
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menjadikan ilmu  pengetahuan dan ketrampilan itu milik bersama. Tutor 
sebagai komunikator, dan berfungsi sebagai nara sumber dan penyedia 
informasi. Menyaring, mengevaluasi informasi  yang  tersedia dan  
mengolahnya  menjadi  suatu bentuk  yang cocok bagi kelompok penerima 
informasi,  sehingga kelompok informasi (penerimanya) dapat memahami. 
Fungsi  sebagai  inovator,  pengajar harus pandai  menempatkan  diri  pada 
posisi  netral  dan  dari sistem  tertentu.  Menempatkan  diri antara  orientasi  
masa  depan dan  orientasi  relefansi  hasil pembelajaran. Dengan demikian 
tutor berperan  sebagai  faktor korektif  dan sumber pengaruh dalam proses 
perubahan  sosial.  Fungsi  sebagai emansifaktor  bahwa  pengajar  
membantu membawa atau mengantarkan peserta pemberantasan buta aksara 
baik secara individual  maupun kelompok  kepada tingkat perkembangan 
kepribadian yang  lebih tinggi dari apa  yang dimiliki sebelumnya, melalui 
upaya peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan perubahan sikap. 
Proses komunikasi dalam pembelajaran, khususnya peranan 
mengajar perlu memperhatikan faktor daya ingat peserta pemberantasan 
buta aksara  yang cenderung  tidak sama yang perlu ditangani secara  
sungguh-sungguh, sehingga akan terjadi umpan balik, serta  penggunaan  
metode pengkajian terhadap  penerimaan  selama pembelajaran  itu  telah  
membawa  hasil. Dengan  demikian pencapaian  tujuan  pembelajaran  dapat  
diketahui   secara pasti. Pembelajaran melalui program pemberantasan buta 
aksara ini untuk mendukung sumberdaya manusia yang berkualitas. 
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Sumber daya manusia yang berkualitas, merupakan kebutuhan 
mutlak bagi suatu bangsa atau negara, jika ingin ikut berpartisipasi aktif 
dalam pembangunan di era kesejagatan ini. Dalam kerangka peningkatan 
sumber daya manusia Indonesia,  pemerintah melaksanakan berbagai upaya, 
yang salah satu dari upaya-upaya tersebut adalah melalui pembangunan 
pendidikan, karena pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia dan 
merupakan langkah yang paling strategis untuk meningkatkan kualitas 
SDM. 
Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pendidikan nasional 
diselenggarakan melalui tiga jalur, yaitu : pendidikan formal, nonformal dan 
informal. Melalui jalur pendidikan nonformal, pemerintah 
menyelenggarakan  berbagai program, salah satu diantaranya adalah 
Pendidikan Kesetaraan yang terdiri atas (1) Program Paket A, (2) Program 
Paket A, dan (3) Program Paket C. Paket ini diperuntukkan bagi mereka 
yang mengalami kegagalan mengikuti pembelajaran pada sekolah formal 
(putus sekolah) atau kelanjutan dari program sebelumnya (paket A ke B; 
Paket B ke C). 
Secara umum, sasaran dari program-program pendidikan nonformal 
adalah mereka yang tergolong kurang beruntung, baik dari aspek ekonomis, 
geografis dan sosial budaya. Oleh karena itu, aspek akademis dan kecakapan 
hidup dalam program-program pendidikan nonformal selalu dibelajarkan 
secara integrasi. 
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Pendidikan kesetaraan sebagai bagian dari pendidikan nonformal, di 
samping memberikan kemampuan akademik sesuai dengan jenjangnya, 
secara terintegrasi juga memberikan berbagai kecakapan hidup, yang 
nantinya setelah peserta didik lulus dari program-program pendidikan 
kesetaraan, mereka dapat memanfaatkannya untuk bekal mencari nafkah 
dan/atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dalam rangka 
peningkatan kualitas dan kesejahteraan hidupnya. 
Untuk meningkatkan sekaligus memastikan kualitas pelayanan, out 
put dan outcome program-program kesetaraan, Direktorat Pendidikan 
Masyarakat, Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, 
Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2004 ini menyusun berbagai 
acuan untuk mendukung penyelenggaraan program-program pendidikan 
kesetaraan.  
Untuk menghasilkan tamatan yang mempunyai kemampuan yang 
utuh seperti yang diharapkan pada Kurikulum Berbasis Kompetensi, peserta 
didik diharapkan menguasai kompetensi yang diharapkan. Berkaitan dengan 
hal tersebut, diperlukan pengembangan pembelajaran/pelatihan kompetensi 
secara sistematis dan terpadu, agar peserta didik dapat menguasai setiap 
kompetensi secara tuntas. Wawancara dengan tgl 23 Desember 2009 dengan 
Endang TH Kasi Pendidikan Luar Sekolah Dikpora Kabupaten Karanganyar 
diperoleh informasi bahwa: 
Namun fakta menyatakan bahwa perbedaan kemampuan, cenderung 
menghasilkan prestasi belajar yang berbeda. Namun terdapat pendekatan 
pembelajaran yang secara luas telah diterapkan pada tempat-tempat 
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pelatihan dan sekolah, yakni belajar tuntas. Penelitian telah membuktikan 
bahwa belajar tuntas dapat meningkatkan efektivitas pengajaran. 
 
Hasil wawancara tgl 29 Desember 2009 dengan Tri Suranto, Kepala 
Dikpora Kabupaten Karanganyar diperoleh penjelasan bahwa : 
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar 
telah menetapkan berbagai kebijakan dan upaya antara lain terus 
mengusahakan pemerataan/perluasan akses terhadap pendidikan, 
peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta mengembangkan 
manajemen pendidikan yang berbasis sekolah dan masyarakat, 
sejalan dengan era desentraliasasi pendidikan. Khusus berkenaan 
dengan mutu dan relevansi, di samping mengembangkan kurikulum 
pendidikan yang berbasis kompetensi, juga dikembangkan system 
pendidikan di berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan pada 
“pendidikan kecakapan hidup” atau pemberantasan buta aksara 
melalui pendekatan Broad Based Education atau pendidikan yang 
berbasis kepada kebutuhan masyarakat luas. 
 
Hal ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa belum semua anak 
usia pendidikan dasar (7 – 15 tahun) masuk sekolah dan/atau dapat 
menyelesaikan pendidikannya (putus sekolah). Pada tahun 2004 tercatat 
sekitar 6 juta anak usia pendidikan dasar yang tidak bersekolah. Penduduk 
buta aksara usia 10 tahun ke atas masih tercatat sekitar 18,7 juta orang dan 
untuk kelompok usia 10 – 44 tahun tercatat sekitar 5,9 juta orang. Di 
samping itu Angka Partisipasi Kasar (APK) Pertutoran Tinggi hanya sebesar 
11,6 % berarti masih cukup besar jumlah anak usia 19 – 24 tahun berada di 
luar system persekolahan. 
Di samping itu, struktur tenaga kerja Indonesia 63,5 % hanya 
berpendidikan SD ke bawah, dan jumlah penduduk miskin tercatat 37,5 juta 
orang (Susenas BPS 2000). Bertolak dari gambaran di atas, maka 
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Pendidikan Luar Sekolah sebagai sub system dari Pendidikan Nasional, 
dalam tahun 2003 terus berusaha mengembangkan pendidikan kecakapan 
hidup guna melayani kebutuhan belajar masyarakat utamanya yang 
tergolong kurang beruntung, agar mereka mampu mengembangkan diri 
sebagai warga masyarakat yang berguna bagi pembangunan bangsa. 
Hasil wawancara dengan Drs. Subiyanto, Penilik Pendidikan Luar 
Sekolah Unit Pelaksana Teknis Dinas Dikpora Kabupaten Karanganyar 
tanggal  25 Desember 2009, menerangkan bahwa ”Pemberantasan buta 
aksara dilaksanakan dengan menggabungkan pengetahuan dengan 
kecakapan yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang sehingga 
mereka dapat hidup mandiri”. 
Kegiatan pemberantasan buta aksara sebagai bentuk dari 
pemberantasan buta aksara ini tidak lepas dari pengusahaan penambahan 
dan lanjutan pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan dari peserta 
didik. Tujuannya selain untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan juga 
untuk memberikan motivasi bahwa setiap peserta dapat mengembangkan 
dirinya pada jenjang pendidikan berikutnya.  
Menurut Drs Warsono selaku tutor pemberantasan buta aksara (hasil 
wawancara, tanggal 21 Desember 2009) diterangkan bahwa :“Kalau 
menurut saya kecakapan hidup (pemberantasan buta aksara) adalah 
berbagai keterapilan/kemampuan untuk dapat beradaptasi dan berperilaku 
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positif,, yang memungkinkan seseorang mampu menghadapi berbagai 
tuntutan dan tantangan dalam hidupnya sehari-hari secara efektif” 
Pendidikan kecakapan hidup (pemberantasan buta aksara) pada 
dasarnya merupakan suatu upaya pendidikan untuk meningkatkan 
kecakapan hidup setiap warga Negara. Pengertian kecakapan hidup adalah 
kecakapan yang dimiliki seseorang untuk berani menghadapi problem hidup 
dan kehidupan dengan wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara 
proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya 
mampu mengatasinya.  
Menurut Kusmanto, MM (hasil wawancara, tanggal 21 Desember 
2009), menjelaskan tentang jenis-jenis kecakapan yang diberikan 
kepada peserta didik berguna untuk bekal hidup dapat dipilah 
menjadi empat jenis, yaitu : “Jenis-jenis kecakapan hidup ada empat 
macam, yaitu : (1) kecakapan personal (personal skills) yang 
mencakup kecakapan mengenal diri sendiri, kecakapan berpikir 
rasional dan percaya diri, (2) kecakapan social (social skills) seperti 
kecakapan melakukan kerjasama, bertenggang rasa, dan tanggung 
jawab social, (3) kecakapan akademik (academic skills) seperti 
kecakapan dalam melakukan penelitian, percobaan-percobaan 
dengan pendekatan ilmiah, dan (4) kecakapan vokasional 
(vocational skills) adalah kecakapan yang berkaitan dengan suatu 
bidang kejuruan/ketrampilan tertentu seperti di bidang perbengkelan, 
jahit-menjahit, peternakan, pertanian, produksi barang tertentu”. 
 
Keempat kecakapan tersebut dilandasi oleh kecakapan spiritual 
yakni keimanan, ketaqwaan, moral, etika dan budi pekerti yang baik sebagai 
salah satu pengamalan dari sila pertama Pancasila. Dengan demikian, 
pendidikan kecakapan hidup diarahkan pada pembentukan manusia yang 
berakhlaq mulia, cerdas, terampil, sehat dan mandiri. 
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Tanggapan Sri Purwanti salah satu peserta didik pemberantasan buta 
aksara dari desa Tawon Kecamatan Jumantono (Desember 2009) 
menyatakan bahwa :  
“Dengan mengikuti kegiatan belajar ini saya merasa memiliki 
ketrampilan, yang dulunya saya tidak bisa menjahit dengan belajar 
pemberantasan buta aksara ini saya jadi bisa menjahit baik semua 
jenis pakaian baik laki-laki, perempuan dewasa, mauapun anak-
anak. Saya senang sekali dan beruntung bisa ikut pembelajaran 
pemberantasan buta aksara ini dan saya tidak canggung atau minder 
lagi mengikuti kursus ketrampilan/kecakapan yang saya pilih adalah 
kecakapan vokasional yaitu kecakapan yang berkaitan dengan suatu 
bidang kejuruan/ketrampilan jahit-menjahit”. 
 
Tanggapan Sutarto salah satu peserta didik,  
“Saya sangat setuju sekali kalau di Desa Cepoko Kecamatan 
Mojogedang diadakan kegiatan pembelajaran pemberantasan buta 
aksara pemberantasan buta aksara, karena didesa kami banyak akan 
putus sekolah yang tidak bisa meneruskan pendidikan ke tingkat 
sekolahdasar. Walau usia kami ada yang melebihi batas usia Sekolah 
Dasar tapi bisa ikut belajar, apalagi belajar ketrampilan sehingga 
bisa jadi bekal buat mencari nafkah. dan jenis 
ketrampilan/kecakapan yang saya pilih adalah kecakapan vokasional 
yaitu kecakapan yang berkaitan dengan suatu bidang 
kejuruan/ketrampilan bengkel”. 
  
Dari kedua siswa di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 
siswa senang dengan diadakannya kegiatan pembelajaran pemberantasan 
buta aksara di desanya, dengan alasan akan dapat ketrampilan yang 
sebelumnya tidak dimiliki. Dan mereka lebih memilih jenis kecakapan 
vokasional (vocational skills) adalah kecakapan yang berkaitan dengan 
suatu bidang kejuruan/ketrampilan tertentu seperti di bidang perbengkelan, 
jahit-menjahit, peternakan, pertanian, produksi barang tertentu. 
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Penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup pada satuan dan 
program pendidikan luar sekolah, utamanya dalam rangka pengentasan 
kemiskinan dan penanggulangan pengangguran lebih ditekankan pada upaya 
pembelajaran yang bisa memberikan penghasilan (learning and earning). 
Oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup 
(pemberantasan buta aksara) dengan pendekatan Broad Based Education 
(BBE) ditandai oleh : 
1. Kemampuan membaca dan menulis secara fungsional baik dalam Bahasa 
Indonesia maupun salah satu bahasa asing (Inggris, Arab, Mandarin dan 
sebagainya). 
2. Kemampuan merumuskan dan memecahkan masalah yang diproses 
lewat pembelajaran berpikir ilmiah, penelitian, penemuan dan 
penciptaan. 
3. Kemampuan menghitung dengan atau tanpa bantuan teknologi guna 
mendukung kedua kemampuan tersebut di atas. 
4. Kemampuan memanfaatkan beraneka ragam teknologi di berbagai 
lapangan kehidupan (pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan, 
kerumah tanggaan, kesehatan, komunikasi informasi, manufaktur dan 
industri, perdagangan, kesenian, pertunjukan dan olah raga). 
5. Kemampuan mengelola sumberdaya alam, sosial, budaya dan 
lingkungan. 
6. Kemampuan bekerja dalam tim baik dalam sektor informal maupun 
formal. 
7. Kemampuan memahami diri sendiri, orang lain dan lingkungannya. 
8. Kemampuan berusaha terus menerus menjadi manusia pembelajar. 
9. Kemampuan mengintegrasikan pendidikan dan pembelajaran dengan 
etika sosio religius bangsa berlandaskan nilai-nilai Pancasila. 
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Hasil wawancara dengan Ana Lusiana Kusworo, S Pd selaku tutor 
pemberantasan buta aksara tanggal 21 Desember 2009 disebutkan bahwa 
tujuan dari pengelolaan pembelajaran pemberantasan buta aksara 
Pemberantasan buta aksara adalah : “Tujuan saya ikut berperan dalam 
penyelenggaraan pembelajaran kecakapan hidup untuk anak-anak yang tidak 
tamat Sekolah Dasar dengan program belajar Pemberantasan buta aksara 
yaitu memberikan  pelayanan pendidikan kecakapan hidup kepada warga 
belajar agar : 
a. memiliki ketrampilan, pengetahuan dan sikap yang dibutuhkan dalam 
memasuki dunia kerja baik bekerja mandiri dan/atau bekerja pada suatu 
perusahaan produksi/jasa dengan penghasilan yang semakin layak untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya. 
b. memiliki motivasi dan etos kerja yang tinggi serta dapat menghasilkan 
karya-karya yang unggul dan mampu bersaing di pasar global. 
c. memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya pendidikan untuk 
dirinya sendiri maupun untuk anggota keluarganya. 
d. mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan dalam 
rangka mewujudkan keadilan pendidikan di setiap lapisan masyarakat”. 
Penyelenggara pendidikan kecakapan hidup (pemberantasan buta 
aksara) di Desa Cepoko Kecamatan Mojogedang Karanganyar oleh Balai 
Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB), Lembaga Kursus dan Lembaga 
Pendidikan dan Pengembangan Terpadu Mayarakat (LPTM). 
Tahap-tahap atau langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan 
pembelajaran pemberantasan buta aksara Pemberantasan buta aksara Setara 
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Sekolah Dasar di Desa Cepoko Kecamatan Mojogedang Karanganyar, 
antara lain : 
  a.  Tahap Perencanaan Program 
Pada tahap persiapan, lembaga/organisasi yang menyelengkarakan 
pendidikan kecakapan hidup harus : 
a. Mengidentifikasi jenis kecakapan hidup yang dipilih dan dilaksanakan 
sesuai dengan kebutuhan warga belajar dan masyarakat, potensi 
lingkungan dan prospek pasar (training need assesment). 
b. Membuat peta penyebaran calon warga belajar yang miskin. 
c. Mengidentifikasi dan menyeleksi calon warga belajar dengan kriteria: 
jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tempat tinggal, bakat dan 
minat, kemampuan, pekerjaan, status social ekonomi. 
d. Mengidentifikasi menyeleksi tenaga pendidik dengan kriteria: nama, 
tempat tinggal, pekerjaan, tingkat pendidikan, ketrampilan yang 
dimiliki, kemauan dan kemampuan untuk menjadi tenaga pendidik. 
e. Mengidentifikasi potensi wilayah, meliputi sumber daya alam dan 
sumber daya manusia. 
f. Mengidentifikasi potensi dan sarana pembelajaran, meliputi 
perusahaan, lembaga pendidikan, pusat kegiatan dan lain sebagainya 
yang akan dijadikan mitra kerja. 
g. Mengidentifikasi dan menyusun pola program pelatihan dan 
bimbingan dalam pendidikan kecakapan hidup. 
h. Memanggil calon warga belajar dan nara sumber. 
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i. Menyiapkan sarana/prasarana pelatihan. 
j. Melaksanakan orientasi untuk memantapkan pelaksanaan program. 
  b. Tahap Pengorganisasian 
Pengorganisasi pelaksanaan program pembelajaran 
pemberantasan buta aksara Pemberantasan buta aksara dirancang scara 
dinamis dalam arti fleksibel dan berorientasi ke masa depan, dengan 
memperhatikan hasilnya. Pengorganisasian jangan hanya karena selera 
pimpinan tetapi perlu disadari fakta dilapangan, untuk itu perlu ada usaha 
penggalian potensi di setiap wilayah kerja pembelajaran pemberantasan 
buta aksara dan perlu diberi kemampuan kepada para pengelola 
pendidikan luar sekolah tentang pengembangan organisasi serta untuk 
menggali potensi lingkungan sehingga organisasi perencanaan 
pelaksanaan dapat dikembangkan secara dinamis. 
Pendidikan luar sekolah bukan hanya ditangani oleh organisasi 
structural yang dibangun oleh pemerintah, tetapi jauh lebih banyak yang 
dikelola oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan yaitu Balai 
Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB), Lembaga Kursus dan 
Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Terpadu Mayarakat (LPTM) 
 c.   Tahap Pelaksanaan Pembelajaran 
Kegiatan pembelajaran program pemberantasan buta aksara 
Pemberantasan buta aksara di Kabupaten Karanganyar dapat 













Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan 
pembelajaran pendidikan kecakapan hidup : 
a. Kurikulum atau model disusun didasarkan kebutuhan pasar dan 
memuat komponen kecakapan hidup personal skills, social skills dan 
vocational skills. 
b. Materi pelajaran yang memuat personal skills, social skills dan 
vocational skills. 
c. Pembelajaran praktek minimal 70 %. 
d. Metode pembelajaran adalah partisipatif. 
e. Materi pendukung (kewirausahaan, manajemen, pemasaran, jaringan 
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2. Etos kerja 
3. Manajemen 
4. Pemasaran 























Monitoring dan Evaluasi 
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f. Setiap kegiatan pembelajaran selesai diadakan evaluasi kegiatan 
belajar. 
g. Setelah selesai mengikuti program pembelajaran warga belajar 
disalurkan ke unit-unit usaha atau diberi modal untuk membuka usaha 
mandiri atau berkelompok. 
h. Selama warga belajar bekerja di unit usaha atau membentuk usaha, 
lembaga pelaksana wajib memberikan pendampingan. 
i. Warga belajar tidak dibebani biaya apapun. 
Hasil wawancara dengan Suprapti, SE tanggal 23 Desember 2009 
diperoleh pendapat yang menjelaskan bahwa :  
“Pelaksanaan program pembelajaran pemberantasan buta aksara 
Pemberantasan buta aksara akan berhasil dengan baik, maka harus 
ada tahap-tahap yang dipenuhi. Pada tahap pelaksanaan 
diperlukan suatu prosedur yang fleksibel”. Maksudnya bagi setiap 
calon warga belajar dalam mengikuti pembelajaran tidak usah 
dipersulit”. 
 
Tanggapan Komarudin, salah satu siswa belajar dalam 
wawancara tgl 24 Desember 2009 mengakui bahwa”  
“Dengan saya mengikuti program pembelajaran pemberantasan 
buta aksara ini yang memperoleh pengetahuan dan ketrampilan, 
yang sebelumnya hanya saya ketahui sepintas saja, sekarang saya 
sudah paham betul dan sekaligus bisa praktek langsung”. 
  
Sama halnya dengan tanggapan Monosuryo yang menyatakan 
bahwa :  
“Saya sangat beruntung sekali bisa terdaftar ikut belajar 
pemberantasan buta aksara, yang sebelumnya saya sudah putus 
asa karena tidak memiliki ketrampilan sama sekali. Saya hanya 
membantu bapak menggarap sawah, setelah ikut belajar ini saya 
jadi semangat karena sudah memiliki ketrampilan yang dapat saya 
jadikan  pegangan untuk melamar kerja”. 
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  d. Tahap Evaluasi Belajar 
Guna mengetahui hasil dari pembelajaran yang selama ini 
diterima oleh warga belajar, maka dilakukan evaluasi atau pengetesan. 
Secara formatif  dilaksanakan setelah warga belajar selesai mempelajari 
satu pokok bahasan pada setiap mata pelajaran dengan cara memberikan 
tanya jawab, penugasan dan lain-lain.  
Wawancara dengan Drs. Subiyanto selaku Pemilik Pendidikan 
Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga Unit Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Karanganyar diperoleh informasi bahwa :  
“Setelah peserta mengikuti pembelajaran pemberantasan buta 
aksara memang harus diadakan tes yang tujuannya untuk 
mengetahui tingkat pemahaman dan penguasaan terhadap materi 
yang diberikan, sehingga peserta tidak sekedar di kursus saja, 
tetapi juga memperoleh peningkatan penguasaan materi belajar”   
Tes dilakukan : (1) tes/UUHB tiap semester  sesuai kalender 
Diknas, (2) Ujian Nasional, bagi warga belajar kelas 3 yang telah 
menyelesaikan program pembelajaran, dan (3) Ujian Nasional Kesetaraan 
Sekolah Dasar, bagi warga belajar kelas 3 yang telah menyelesaikan 
program pembelajaran dan berminat melanjutkan belajar ke tingkat yang 
lebih tinggi. Warga belajar yang telah lulus Lulus Paket A 
(pemberantasan buta aksara) setara Sekolah Dasar akan mendapat ijazah 
yang berpenghargaan sama dengan lulusan Sekolah Dasar. 
Menurut Giyarti salah satu peserta belajar mengatakan bahwa : 
“Saya setuju sekali dengan diadakannya evaluasi belajar, karena dengan 
evaluasi ini maka dapat diketahui sejauhmana kemampuan atau 
ketrampilan yang dimiliki”. 
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     2. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program 
Pemberantasan Buta Aksara di Kabupaten Karanganyar 
Membantu membebaskan masyarakat dari kebodohan, ketidaktahuan 
dan keterbelakangan yang mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya 
manusia, pendidikan memegang peranan yang sangat penting. Dengan 
demikian pendidikan merupakan kebutuhan mendasar dalam upaya untuk 
meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia.  Sesuai  dengan  hal 
tersebut di atas, dalam pembukaan UUD 1945 terkandung salah satu tujuan 
nasional yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa. Dalam pasal 31 UUD 1945 ditegaskan bahwa hak setiap 
warga negara untuk mendapatkan pendidikan (pengajaran). Namun pada 
kenyataannya masih terdapat sebagian masyarakat yang karena suatu hal 
tidak dapat menggunakan kesempatan tersebut sebagai haknya. Undang-
Undang Dasar 1945 menginginkan agar setiap warga negara mendapat 
kesempatan belajar seluas-luasnya. KPPN atau Komisi Pembaharuan 
Pendidikan Nasional mengemukakan agar pendidikan kita bersifat semesta, 
menyeluruh, dan terpadu. Semesta berarti bahwa pendidikan dinikmati oleh 
semua warga negara. Menyeluruh maksudnya agar ada mobilitas antara 
pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah, sehingga terbuka 
pendidikan seumur hidup bagi setiap warga negara Indonesia (Nasution 
1997 : 36). Kemajuan bangsa hanya dimungkinkan oleh perluasan 
pendidikan bagi setiap anggota masyarakat bangsa itu. Pendidikan bukan 
lagi diperuntukan bagi suatu golongan elite yang sangat terbatas melainkan 
bagi seluruh rakyat. 
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 Undang–Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional 
dilaksanakan melalui 2 jalur yaitu pendidikan sekolah dan pendidikan luar 
sekolah. Peranan pendidikan luar sekolah adalah memberikan pelayanan  
pendidikan  kepada warga masyarakat yang karena faktor usia, kesempatan, 
belajar (waktu) dan sosial ekonomi yang tidak memungkinkan mereka untuk 
mengikuti pendidikan melalui jalur pendidikan sekolah. Jalur pendidikan 
luar sekolah  mempunyai peranan yang penting untuk meningkatkan mutu 
sumber daya manusia Indonesia, termasuk dalam rangka mendukung 
keberhasilan  program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. 
Karena itu jalur pendidikan luar sekolah diberi kewenangan untuk 
menyelenggarakan pendidikan setara dengan jenjang SD yang disebut 
dengan program  Paket A.  
Ada empat hal yang menjadi acuan pengembangan pendidikan luar 
sekolah di Kabupaten Karanganyar, yaitu : 
1. memperluas pelayanan kesempatan memperoleh pendidikan bagi 
masyarakat yang tidak dibelajarkan pada jalur pendidikan sekolah; 
2. meningkatkan relevansi, keterkaitan dan kesepadanan program-program 
pendidikan luar sekolah dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan 
pembangunan, kebutuhan dunia kerja, pengembangan sumber daya 
alam; 
3. meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan luar sekolah 
serta; dan 
4. meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan  luar sekolah. 
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Atas dasar empat acuan pengembangan pendidikan luar sekolah di 
atas, kelompok belajar (yang selanjutnya disingkat Kejar) Paket A 
(pemberantsasnbuta aksara) merupakan salah satu satuan pendidikan luar 
sekolah yang bertujuan untuk melayani warga masyarakat yang karena 
sesuatu hal mereka tidak dapat mengenyam pendidikan sekolah yang 
pengelolaannya dilaksanakan untuk memperluas pelayanan kesempatan 
untuk memperoleh pendidikan setara Sekolah Dasar. Program tersebut 
diharapkan juga memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat dan 
tuntutan dunia kerja. 
Pemberantasan buta aksara setara Sekolah Dasar diselenggarakan 
bagi sekumpulan warga belajar untuk memperoleh pendidikan setara dengan 
sekolah lanjutan tingkat pertama yang sasarannya adalah peserta 
pemberantasan buta aksara lulusan SD/MI/sederajad yang tidak melanjutkan 
ke Sekolah Dasar/MTs dan peserta pemberantasan buta aksara DO Sekolah 
Dasar diutamakan usia 13-15 tahun. Dilihat dari segi kuantitas pelaksanaan 
program pemberantasan buta aksara dapat dilihat dari hasil berdasarkan 
jumlah warga belajar yang mengikuti program belajar di kelompok belajar. 
Data yang tercantum pada Direktorat Pendidikan Masyarakat Depdiknas 
kabupaten Karanganyar cukup menggembirakan, karena jumlahnya 
melebihi target yang diharapkan. Sementara hasil belajar secara kualitaif 
yang berkaitan dengan mutu pendidikan dengan kebutuhan tuntutan dunia 
kerja belum pernah mendapat perhatian yang semestinya. Pendidikan 
masyarakat belum mampu meyakinkan warga sasarannya tentang arti 
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pentingnya pendidikan sehingga masyarakat belum merasa bahwa 
pendidikan itu menjadi kebutuhan mutlak dalam kehidupannya. 
Penyelenggaraan pemberantasan buta aksara di Kabupaten 
Karanganyar mulai dilaksanakan sejak tahun 1995. Hasil belajar yang telah 
dicapai adalah jumlah peserta ujian Paket A yang diadakan oleh Departemen 
Pendidikan Nasional. Belum pernah diadakan penelitian yang menelusuri 
apakah semua warga belajar  telah mengikuti ujian kesetaraan Paket A dan 
apakah peserta yang mengikuti ujian kesetaraan Paket A dan apakah peserta 
yang mengikuti ujian Paket A tersebut betul-betul berasal dari warga belajar 
Paket A. Hal lain yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pendidikan luar 
sekolah adalah bahwa program pembelajaran masyarakat yang terencana 
dan terprogram sulit untuk ditelusuri keberadaannya sehingga keberhasilan 
secara kuantitif juga sukar untuk dipertanggung-jawabkan. Data kuantitatif 
ternyata adalah data yang tercantum dalam DIPA/Anggaran tahunan bukan 
apa yang ada tetapi apa yang direncanakan. Data yang terdapat pada Seksi 
Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Karanganyar memperlihatkan bahwa jumlah 
kelompok belajar Paket A di kabupaten Karanganyar tahun 2007 ada 27 
kelompok dengan jumlah warga belajar sebanyak 540 orang, dengan 
perincian untuk tiap kecamatan sebagai berikut, Gondangrejo 40, 
Kebakkramat 20, Jatipuro 40, Jatiyoso 20, Jumapolo 40, Jumantono 20, 
Karangpandan 25, Karanganyar 15, Ngargoyoso 25, Kerjo 25, Jenawi 25, 
Jaten 10, Matesih 15, Mojogedang 25, Tawangmangu 25, Tasikmadu 10, 
Colomadu 15. 
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Data tersebut diatas merupakan alokasi proyek pemerintah sehingga 
memperlihatkan bahwa program pendidikan masyarakat belum menjadi 
bagian dari kehidupan masyarakat, tetapi berorientasi pada anggaran yang 
disediakan pemerintah sehingga setelah habis tahun anggaran, habis pula 
program pembelajarannya. Program dan pelaksanaannya tidak melembaga 
di masyarakat sehingga sukar mengikuti hasil dan dampak pelaksanaan 
program baik terhadap warga belajar maupun lingkungan dimana program 
dilaksanakan. Sarana prasarana yang tersedia, alokasi waktu tatap muka 
dalam kegiatan belajar mengajar, kondisi sosial ekonomi dan beberapa 
variable lain tetap diperkirakan dapat mempengaruhi perbedaan 
keberhasilan proses belajar mengajar antara warga belajar program Paket A 
dan peserta pemberantasan buta aksara Sekolah Dasar. Hal itu menimbulkan 
pertanyaan dari masyarakat dan praktisi pendidikan tentang makna “setara“ 
yang  tergantung dalam program kesetaraan Paket A dan Sekolah Dasar 
dalam kaitannya dengan lulusan (outcome) dari kedua jalur pendidikan 
tersebut. 
Untuk itu perlu adanya penyelenggaraan pemberantasan buta aksara 
yang dapat mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan ideal yaitu memenuhi 
kebutuhan belajar masyarakat, kebutuhan pembangunan, dan kebutuhan 
dunia kerja. Keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang 
diinginkan banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang 
mempengaruhinya, dapat diidentifikasikan kekuatan dan kelemahan 
program yang ada serta upaya-upaya yang masih perlu ditempuh untuk 
meningkatkan keefektifan program tersebut di waktu yang akan datang.  
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a.  Faktor-faktor Pendukung Pelaksanaan Program Pemberantasan buta 
aksara Setara Sekolah Dasar di Kabupaten Karanganyar 
1)   Banyaknya Warga Belajar Tidak Tamat Sekolah Dasar 
Jumlah warga yang tidak tamatan Sekolah Dasar di Desa Cepoko 
Kecamatan Mojogedang cukup banyak, hal tersebut disebabkan oleh 
kondisi ekonomi warga yang tidak mencukupi untuk membiayai 
sekolah. Sehingga warga memilih untuk memenuhi kebutuhan hidup 
sehari-hari daripada untuk membiayai sekolah. 
Dengan keberadaan warga yang cukup banyak tidak lulus 
Sekolah Dasar, maka timbul inisiatif untuk menyelenggarakan program 
pengelolaan pembelajaran pemberantasan buta aksara Pemberantasan 
buta aksara guna mencapai kesetaraan pendidikan setingkat dengan 
Sekolah Dasar. Pengelolaan pembelajaran ini melalui jalur pendidikan 
luar sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan, 
pengetahuan dan sikap warga belajar di bidang pekerjaan/usaha tertentu 
sesuai dengan bakat dan minatnya sehingga mereka memiliki bekal 
kemampuan untuk bekerja atau berusaha mandiri yang dapat 
meningkatkan kualitas hidupnya. 
b)   Dukungan Masyarakat 
Kegiatan pembelajaran pemberantasan buta aksara 
pemberantasan buta  aksara  yang  diadakan  di Desa Cepoko 
Kecamatan Mojogedang   Kabupaten Karanganyar sangat didukung oleh 
masyarakat setempat, karena mereka semua membutuhkan pendidikan 
dan pelatihan ketrampilan tersebut. Dengan adalan bahwa sebagian 
 84 
besar penduduk Desa Cepoko Kecamatan Mojogedang Kabupaten 
Karanganyar lulus SD saja. 
c)   Ketersediaan Biaya 
Guna meningkatkan kecerdasan masyarakat Desa Cepoko 
Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar, oleh pemerintah 
setempat telah menyediakan dana khusus pendidikan bagi warga dengan 
kegiatan program pembelajaran pemberantasan buta aksara 
pemberantasan buta aksara. Dana yang tersedia diperoleh dari dana 
operasional desa dan bantuan dari pemerintahan pusat. 
d)   Dukungan Tenaga Profesional 
Tenaga profesonal harus ditempatkan untuk pelaksanaan 
pemberantasan buta aksara, karena jenjang pendidikannya adalah setara 
dengan Sekolah Dasar. Tujuannya agar lulusan pemberantasan buta 
aksara ini dapat dipertanggung jawabkan, apabila peserta ingin 
melanjutkan ke jenjang pendidikan lanjutan atau pengetahuannya dapat 
diandalkan sebagai instrument pengetahuan dan teknologi. 
Dalam kegiatan pembelajaran ini juga dibutuhkan tenaga 
professional yang mau dan mampu mengelolanya, baik dari LSM 
maupun tenaga pendidik lainnya. Akan tetapi dalam hal ini tenaga 
pendidik yang ada adalah tenaga pendidik suka rela dari para pegawai 
negeri sipil yang dengan lapang dada mau membantu dan 
mengembangkan program ini. 
e) Lingkungan 
Lingkungan sosial budaya adalah masyarakat sekitar program 
pemberantasan buta aksara. Dalam hubungan ini sebenarnya ada 
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indikasi bahwa ada beberapa warga yang memerlukan pemberantasan 
buta aksara ini sebagai sarana meningkatkan pengetahuannya. Hal ini 
disebabkan bahwa semua warga Negara berkeinginan memperoleh 
pendidikan yang mampu meningkatkan pengetahuannya. Lingkungan 
juga mendukung dalam pembelajaran ini, karena dimana diadakan 
kegiatan pembelajaran ini maka tempat itu merupakan sasaran utama 
dalam pengembangan pendidikan dan ketrampilan.  
  b. Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Program Pemberantasan buta 
aksara Setara Sekolah Dasar di Kabupaten Karanganyar 
Persoalan yang esensial bagi program pemberantasan buta aksara 
adalah masalah fasilitas belajar, karena  prakteknya tutor dalam pemilihan, 
pengadaan serta pendayagunaan secara efektif fasilitas belajar peserta didik. 
Proses pembelajaran, pengembangan kurikulum, implementasinya dalam 
kelas, maupun dalam mempersiapkan materi dan bahan pengajarannya, 
sebenarnya terletak pada masalah teknologis dan metodologis fasilitas 
pengajaran itu sendiri.  Umumnya para tutor dalam mengupas suatu materi 
yang diajarkan amat terbatas kemampuannya, sehingga menimbulkan 
kesulitan-kesulitan yang tidak kecil dalam memutuskan apa, bagaimana dan 
apa saja dalam pemanfaatan fasilitas belajar. 
           Oleh karena itu dengan menggunakan fasilitas belajar peserta didik 
yang tepat akan dapat ditekan serendah-rendahnya semua hambatan dalam 
setiap proses pembelajaran.  Dengan menggunakan fasilitas belajar yang 
tepat peserta didik dapat menerima materi pelajaran secara lebih efektif 
sesuai dengan kemampuan persepsi. Prnggunaan aneka ragam fasilitas 
belajar peserta didik tentunya secara efektif sekali, pengalaman dan 
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cakrawala para peserta didik akan dapat diperluas, serta partisipasi mereka 
dalam proses belajar dan mengajar akan lebih aktif. 
           Masalah yang ada di sekolah tempat melakukan kegiatan 
pembelajaran salah satunya adalah kurang maksimalnya penggunaan 
fasilitas belajar, belum tercukupi sepenuhnya fasilitas belajar di sekolah. 
Sehingga tutor harus mencari jalan keluar dalam mengatasi fasilitas belajar 
peserta didik bersama wali murid. 
            Telah ditunjukan dalam setiap situasi belajar peserta didik tidak 
hanya belajar bagaimana mengerjakan sesuatu tetapi diharapkan pula 
bagaimana mengerjakan dengan cepat dan tepat. Dalam hal ini, kemampuan 
menggunakan fasilitas belajar untuk menghasilkan produk ataupun 
pengaruh yang diharapkan oleh tutor akan banyak mempengaruhi proses 
belajar tadi.  Karakteristik pada fasilitas belajar peserta didik harus 
diselaraskan dengan situasi dan tujuan belajar peserta didik.  Berikut ini 
identifikasi dari faktor penghambat pelaksanaan pemberantasan buta aksara.    
1)   Dana 
Program pemberantasan buta aksara di daerah pada umumnya dibiayai 
dari anggaran dinas pendidikan dan kebudayaan (Departemen 
Pendidikan Nasional), yang besarnya masih kurang memadai. Dana 
resmi dari pemerintah untuk pelaksanaan program pemberantasan buta 
aksara ini merupakan bagian kecil dari anggara dinas pendidikan dan 
kebudayaan kabupaten/kota, sehingga dirasakan masih sangat kurang 
sekali. Sebagai contoh tidak ada dana khusus untuk tutor, sehingga 
umumnya pelaksanaan di wilayah kecamatan dana itu diselenggarakan 
selain dari dinas pendidikan kabupaten Karanganyar, juga menerima 
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sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Wawancara dengan 
Suwarsono, warga masyarakat pada tanggal 28 Desember 2009, 
diperoleh keterangan bahwa : “Sebagai warga yang keluarga saya 
mengikuti pemberantasan buta aksara, saya merasa senang sekali, 
karena ada peluang memperbaiki pendidikannya yang hampir putus di 
tengah jalan (drops-out), tetapi melihat dana yang diberikan untuk 
pemberantasan buta aksara ini nampaknya masih kurang, karena itu 
harapan saya ada pihak lain yang mau mendukungnya” 
2)   Sarana dan Prasarana 
Sarana dan prasana pembelajaran pemberantasan buta aksara di desa-
desa se Kabupaten Karanganyar kurang memadai. Sarana dan prasarana 
belajar merupakan unsur terpenting dalam proses pembelajaran, oleh 
karena itu sarana belajar disamping kuantitasnya memadai, kuantitasnya 
harus baik, sehingga menjadi berdaya guna dan berhasil guna. Sarana 
dan prasarana kegiatan pembelajaran pemberantasan buta aksara yang 
diadakan di sebagin besar adalah sarana prasarana dari penduduk 
setempat, dan ada juga peralatan dari bantuan pemerintah. 
Wawancara dengan Bapak Tukimin warga masyarakat yang juga 
kebayan desa Nangsri Kecamatan Kebakkramat dalam wawancara 
tanggal 28 Desember 2009 diperoleh informasi mengenai 
pemberantasan buta aksara, bahwa “ masalah sarana dan prasarana saya 
sangat prihatin dengan pemberantasan buta aksara itu, karena tidak 
memiliki peralatan yang cukup, tutornya juga tenaga sukarela yang tidak 
menjadi pegawai negeri, sehingga dedikasinya saya hargai. Pelaksanaan 
 88 
pemberantasan buta aksara di Nangsri Kebakkramat ini dilakukan 
dibalai desa”.  
Sebagai contuh pelaksanaan pemberantasan buta aksara di desa 
Nangsri dilakukan dibalai desa, dulu pernah dilaksanakann di Sekolah 
Dasar negeri, tetapi karena jaraknya jauh dari desa, maka dipilihlah di 
balai Desa Nangsri. Selain itu untuk melengkapi alat-alat pembelajaran 
tidak ada dana khusus untuk pelaksanaan pemberantasan buta aksara. 
Menurut Sutarto salah satu siswa belajar yang juga sebagai 
pemilik bengkel sepeda menjelaskan bahwa “Dalam sarana dan 
prasarana yang disediakan dalam pembelajaran ini sudah mencukupi dan 
memadai, artinya alat yang dibutuhkan ada”. Begitu juga pendapat Sri 
Purwanti, “saya tidak lagi canggung dalam mengikuti kursus 
ketrampilan menjahit, karena bisa membaca dan menulis bahan kursus 
menjahit, tidak canggung dalam menjalankan semua peralatan mesin 
jahit, mesih obras, mesin itik malah ada juga mesin untuk border”. 
Tenaga tutor umumnya bersifat suka rela, atau kalau ada honor 
juga relatif kecil dan tidak memadai untuk dianggap sebagai honor. 
Sebenarnya pemerintah dapat memprogramkan pemberantasan buta 
aksara ini dengan tutor-tutor SD atau tutor Sekolah Dasar di hamper 
semua desa-desa yang melaksanakan program pemberantasan buta 
aksara. Namun berhubungan dengan status dan honor, maka nampaknya 
Dinas Pendidikan dan Olah raga Kabupaten Karanganyar mengambil 




















































TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 
 
Wawancara dengan Drs. Kusmanto, MM, Kepala Unit Pelaksana 
Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, tanggal 23 
Desember 2009 diperoleh informasi. 
      1.  Apa yang menjadi dasar pelaksanaan program pemberantasan buta aksara di 
Kabupaten Karanganyar ?. 
    Jawab : 
     “Dalam kegiatan belajar mengajar atau pembelajaran  digunakan  sistem 
terpadu untuk membantu peserta pemberantasan buta aksara mempelajari 
obyek, suara, proses dan peristiwa atau lingkungan,  yang sulit dihadirkan 
dalam  kelas,  dengan  media  pembelajaran”.  
2. (hasil wawancara, tanggal 21 Desember 2009), menjelaskan tentang jenis-
jenis kecakapan yang diberikan kepada peserta didik berguna untuk bekal 
hidup dapat dipilah menjadi empat jenis, yaitu : “Jenis-jenis kecakapan 
hidup ada empat macam, yaitu : (1) kecakapan personal (personal skills) 
yang mencakup kecakapan mengenal diri sendiri, kecakapan berpikir 
rasional dan percaya diri, (2) kecakapan social (social skills) seperti 
kecakapan melakukan kerjasama, bertenggang rasa, dan tanggung jawab 
social, (3) kecakapan akademik (academic skills) seperti kecakapan dalam 
melakukan penelitian, percobaan-percobaan dengan pendekatan ilmiah, dan 
(4) kecakapan vokasional (vocational skills) adalah kecakapan yang 
berkaitan dengan suatu bidang kejuruan/ketrampilan tertentu seperti di 
 92 
bidang perbengkelan, jahit-menjahit, peternakan, pertanian, produksi barang 
tertentu”. 
 
Wawancara dengan Bapak Wagimin salah satu peserta didik 
pembelajaran pemberantasan buta aksara dari desa Alas Tua kecamatan 
Kebakkramat . 
Pertanyaan : 
 “Saya setuju dengan sistem yang diterapkan dalam pembelajaran ini, karena 
selama dalam kegiatan belajar semua siswa dan tentor saling membantu, tidak 
membeda-bedakan antar siswa. Para tentor memberikan bimbingan dengan 
sabar dan telaten.” Dari keterangan yang diperoleh dari salah satu perseta didik 
pembelajaran pemberantasan buta aksara ini maka dapat mewakili bahwa 
siswa setuju dengan sistem pembelajaran yang telah diterapkan. 
 
Hasil wawancara dengan Drs. Subiyanto, Pemilik Pendidikan Luar 
Sekolah & Pemuda dan Olah Raga Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kabupaten Karanganyar tanggal  25 Desember 2009. 
Pertanyaan : 
1. Menerangkan bahwa pengertian dari pemberantasan buta aksara adalah: 
“Menurut saya pengertian dari pemberantasan buta aksara itu adalah 
kegiatan menggabungkan pengetahuan dengan kecakapan yang sangat 
penting untuk dimiliki oleh setiap orang sehingga mereka dapat hidup 
mandiri”  
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2. “Setelah peserta mengikuti pembelajaran pemberantasan buta aksara 
memang harus diadakan tes yang tujuannya untuk mengetahui tingkat 
pemahaman dan penguasaan terhadap materi yang diberikan, sehingga 
peserta tidak sekedar di kursus saja, tetapi juga memperoleh peningkatan 
penguasaan materi belajar”. 
 
Menurut Drs. Warsono selaku tutor pemberantasan buta aksara (hasil 
wawancara, tanggal 21 Desember 2009.  
Pertanyaan:  
“Kalau menurut saya kecakapan hidup (pemberantasan buta aksara) adalah 
berbagai keterampilan/kemampuan untuk dapat beradaptasi dan berperilaku 
positif, yang memungkinkan seseorang mampu menghadapi berbagai tuntutan 
dan tantangan dalam hidupnya sehari-hari secara efektif” 
 
Tanggapan Sri Purwanti salah satu peserta didik pemberantasan buta 
aksara dari desa Tawon Kecamatan Jumantono (Desember 2009). 
Pertanyaan : 
1. “Dengan mengikuti kegiatan belajar ini saya merasa memiliki ketrampilan, 
yang dulunya saya tidak bisa menjahit dengan belajar pemberantasan buta 
aksara ini saya jadi bisa menjahit baik semua jenis pakaian baik laki-laki, 
perempuan dewasa, mauapun anak-anak. Saya senang sekali dan beruntung 
bisa ikut pembelajaran pemberantasan buta aksara ini dan saya tidak 
canggung atau minder lagi mengikuti kursus ketrampilan/kecakapan yang 
 94 
saya pilih adalah kecakapan vokasional yaitu kecakapan yang berkaitan 
dengan suatu bidang kejuruan/ketrampilan jahit-menjahit”.  
2. Begitu juga pendapat Sri Purwanti,  
“saya tidak lagi canggung dalam mengikuti kursus ketrampilan menjahit, 
karena bias membaca dan menulis bahan kursus menjahit, tidak canggung 
dalam menjalankan semua peralatan mesin jahit, mesih obras, mesin itik 
malah ada juga mesin untuk border”. 
 
Tanggapan Sutarto salah satu peserta didik. 
Pertanyaan : 
1. “Saya sangat setuju sekali kalau di Desa Buntar Kecamatan Mojogedang 
diadakan kegiatan pembelajaran pemberantasan buta aksara pemberantasan 
buta aksara, karena didesa kami banyak akan putus sekolah yang tidak bisa 
meneruskan pendidika ke tingkat sekolahdasar. Walau usia kami ada yang 
melebihi batas usia Sekolah Dasar tapi bisa ikut belajar, apalagi belajar 
ketrampilan sehingga bisa jadi bekal buat mencari nafkah. dan jenis 
ketrampilan/kecakapan yang saya pilih adalah kecakapan vokasional yaitu 
kecakapan yang berkaitan dengan suatu bidang kejuruan/ketrampilan 
bengkel”.  
2. Menurut Sutarto salah satu siswa belajar yang juga sebagai pemilik bengkel 
sepeda menjelaskan bahwa  
“Dalam sarana dan prasarana yang disediakan dalam pembelajaran ini sudah 
mencukupi dan memadai, artinya alat yang dibutuhkan ada” 
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Hasil wawancara dengan Ana Lusiana Kusworo, S Pd selaku tutor 
pemberantasan buta aksara tanggal 21 Mei 2007 disebutkan bahwa tujuan dari 
pengelolaan pembelajaran pemberantasan buta aksara Pemberantasan buta 
aksara adalah: 
Pertanyaan: 
“Tujuan saya ikut berperan dalam penyelenggaraan pembelajaran kecakapan 
hidup untuk anak-anak yang tidak tamat Sekolah Dasar dengan program belajar 
Pemberantasan buta aksara”. 
 
Hasil wawancara dengan Suprapti, SE tanggal 23 Desember 2009 
diperoleh pendapat yang menjelaskan bahwa :  
Pertanyaan: 
“Pelaksanaan program pembelajaran pemberantasan buta aksara 
Pemberantasan buta aksara akan berhasil dengan baik, maka harus ada tahap-
tahap yang dipenuhi. Pada tahap pelaksanaan diperlukan suatu prosedur yang 
fleksibel”. Maksudnya bagi setiap calon warga belajar dalam mengikuti 
pembelajaran tidak usah dipersulit”. 
 
Tanggapan Komarudin, salah satu siswa bejarar mengakui bahwa: 
Pertanyaan: 
 “Dengan saya mengikuti program pembelajaran pemberantasan buta aksara ini 
yang memperoleh pengetahuan dan ketrampilan, yang sebelumnya hanya saya 
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ketahui sepintas saja, sekarang saya sudah paham betul dan sekaligus bisa 
praktek langsung”.  
Sama halnya dengan tanggapan Monosuryo yang menyatakan bahwa :  
Pertanyaan: 
“Saya sangat beruntung sekali bisa terdaftar ikut belajar pemberantasan buta 
aksara, yang sebelumnya saya sudah putus asa karena tidak memiliki 
ketrampilan sama sekali. Saya hanya membantu bapak menggarap sawah, 
setelah ikut belajar ini saya jadi semangat karena sudah memiliki ketrampilan 
yang dapat saya jadikan  pegangan untuk melamar kerja”. 
 
Menurut Giyarti salah satu peserta belajar mengatakan bahwa :  
Pertanyaan: 
“Saya setuju sekali dengan diadakannya evaluasi belajar, karena dengan 
evaluasi ini maka dapat diketahui sejauhmana kemampuan atau ketrampilan 
yang dimiliki” 
 
Wawancara dengan Suwarsono, warga masyarakat pada tanggal 28 
Desember 2009, diperoleh keterangan bahwa :  
Pertanyaan: 
“Sebagai warga yang keluarga saya mengikuti pemberantasan buta aksara, saya 
merasa senang sekali, karena ada peluang memperbaiki pendidikannya yang 
hampir putus di tengah jalan (drops-out), tetapi melihat dana yang diberikan 
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untuk pemberantasan buta aksara ini nampaknya masih kurang, karena itu 
harapan saya ada pihak lain yang mau mendukungnya”.  
 
Wawancara dengan Bapak Tukimin warga masyarakat yang juga 
kebayan desa Nangsri Kecamatan Kebakkramat dalam wawancara tanggal 28 
Desember 2009 diperoleh informasi mengenai pemberantasan buta aksara, 
bahwa:   
Pertanyaan:  
“Masalah sarana dan prasarana saya sangat prihatin dengan pemberantasan buta 
aksara itu, karena tidak memiliki peralatan yang cukup, tutornya juga tenaga 
sukarela yang tidak menjadi pegawai negeri, sehingga dedikasinya saya hargai. 




P E N U T U P 
 
A. Kesimpulan  
1. Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dalam pemberantasan 
buta aksara di Kabupaten Karanganyar, ditandai adanya pengelolaan 
pembelajaran pemberantasan buta aksara di Kabupaten Karanganyar, yang 
dapat dijelaskan : 
a. Media pembelajaran ini akan membantu peserta kejar paket A 
(pemberantasan buta aksara) maupun  guru (tutor) melaksanakan 
tugasnya masing-masing. Hubungan   antara  teman-teman  sekelasnya  
akan  memacu prestasi belajar peserta kejar paket A (pemberantasan 
buta aksara), namun dapat juga menghambat  produktivitasnya  dalam  
belajar. 
b. Proses pembelajaran sebenarnya merupakan proses komunikasi antara 
guru dengan peserta kejar paket A (pemberantasan buta aksara), karena 
komunikasi pada  pembelajaran  ini adanya proses pemberitahuan, 
partisipasi dan menjadikan ilmu  pengetahuan dan ketrampilan itu 
milik bersama.  
2. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program 
Pemberantasa Buta Aksara di Kabupaten Karanganyar, antara lain:  
a. Faktor-faktor Pendukung Pelaksanaan Program Kejar Paket A  
1) Banyaknya Warga Belajar Tidak Tamat SD 
2) Dukungan Masyarakat 
3) Ketersediaan Biaya 
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4) Dukungan Tenaga Profesional 
5) Lingkungan sosial budaya 
b. Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Program Pemberantasan Buta 
Aksara di Kabupaten Karanganyar. 
1) Masalah Dana, program Pemberantasan Buta Aksara kejar (paket 
A) di daerah pada umumnya dibiayai dari anggaran dinas 
pendidikan dan olah raga, yang besarnya masih kurang memadai.  
2) Tenaga tutor, umumnya bersifat suka rela, atau kalau ada honor 
juga relatif kecil dan tidak memadai untuk dianggap sebagai honor.  
 
B. Saran 
1. Mengingat masih banyak warga yang membutuhkan pembnerantsasn buta 
aksara, namun kurang memahami fungsi dan manfaat mengikuti 
pembelajaran, maka pihak kantor Dinas Pendidikan dan Olah Raga 
Kabupaten Karanganyar, hendaknya lebih mensosialisasikan manfaat 
program pemberantasan buta aksara (kejar paket A) tersebut pada 
masyarakat. 
2. Perlu adanya pengajuan anggaran yang lebih besar lagi untuk pengelolaan 
program pembnerantsasn buta aksara (kejar paket A), mengingat program 
tersebut besar manfaatnya bagi masyarakat. 
3. Tenaga tutor (pengelola) seyogyanya diperhatikan kesejahteraannya, agar 
mereka lebih bertanggungjawab dan berupaya meningkatkan perannya 
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